
BUPATI LABUHANBATU UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2015 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal
7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 55, dan Pasal 78 ayat (4)
huruf cUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan
kebijakan , struktur dan pola ruang wilayah nasional
perlu dijabarkan di dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten;

b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan
diKabupaten Labuhanbatu Utara dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras,
seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya
dan berkelanjutan dalam rangka mening!:atkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan
memelihara ketahanan nasional, perlu disusun
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Utara;

c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Utara dan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat,
maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Utara merupakan arahan dalam
pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara
terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh
Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaiirana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
PerencanaanSistem NasionalPembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu
Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4869);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587L
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097)
sebagaimana telah diuban dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5324);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/ PRT/ M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
Daerah;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/ PRT/ M / 2009 tentang Pedoman Penvusunan
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18. Peraturan Menteri Kehutanan
P.28/ Menhut-II / 2009 28 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka
Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
Daerah;

Nomor

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA TAHUN 2015 - 2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
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4. Kabupaten adaiah Kabupaten Labuhanbatu Utara
5. Bupati adaiah Bupati Labuhanbatu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adaiah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Ruang adaiah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat
manusia dan mahJuk lain hidup, melakukan kegiatan
dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata ruang adaiah wujud struktural ruang dan pola
ruang.

9. Penataan ruang adaiah suatu sistem proses
perenranaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Rencana tata ruang adaiah hasil perencanaan tata
ruang.

11. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutn/a disebut
RTRW adaiah hasil perencanaan tata ruang pada
wilayah yang merupakan kesatuan geograiis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif.

12. Struktur adaiah pusat-pusatsusunanruang
pemukiman dan sistem jaringan parasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis
memiliki hubungan fungsional.

13. Pola ruang adaiah rencana distribusi peruntukan
ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan budidaya.

14. Pengendalian pemanfaatan ruang adaiah kegiatan
yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban
agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan.

15. Arahan sanksi adaiah arahan untuk memberikan
sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku.

16. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang
selanjutnya disebut BKPRD adaiah badan bersifat
ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di
Kabupaten serta mempunyai fungsi membantu
pelaksanaan tugas Gubemur dan Bupati dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.
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seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan
pelepasan air tanah berlangsung.

18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,
yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke
danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut
sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.

19. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air
dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan
maufaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan
penghidupan manusia serta lingkungannya.

20. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan
tanah dan /atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

22. Jalan arteri primer adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antar pusat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan
nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

23. Jalan kolektor primer adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar
pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan
wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

24. Jalan lokal primer adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan
nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan,
antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal
dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat
kegiatan lingkungan.

25. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
pelayanan kawasan atau antara pusat pelayanan
kawasan dengan pusat pelavanan linekunean.
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27. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur
pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa
bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang
lama.

28. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan
hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun
bentukan geologi alami yang khas.

29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

30. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang
memiliki sifat khas yang mampu memberikan
perlindungan kepada kawasan sekitar maupun
bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah
banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

31. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber alam,
sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.

32. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan
pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan
bakau (mangrove) yang berfungsi memberi
perlindungan kepada perikehidupan pantai dan
lautan.

33. Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan baik
yang tumbuh secara alami maupun ditanam pada
lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan.

34. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya
adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

36. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang
ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk
kepentingan pertahanan.

37. Kawasan peruntukan pertambangan adalah
wilayah yang memiliki sumber dava bahan
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pertambangan yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik
di wilayah darat maupun perairan, serta tidak
dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan
budidaya maupun kawasan lindung.

38. Kawasan Rawan Bencana AJam adaJah kawasan yang
sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana
alam.

39. Kawasan Resapan air adaiah daerah
mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air
hujan sehingga merupakan tempat pengisian air
bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

40. Kawasan strategis kabupaten adaiah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

41. Kawasan Suaka Alam adaiah kawasan dengan ciri
khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya.

42. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disebut LLAJ adaiah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,
Pengguna Jalan , serta pengelolaannya.

43. Masyarakat adaiah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukumadat, koorporasi,
dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain
dalam penataan ruang.

44. Pengelolaan Kawasan Lindung adaiah upaya
penetapan, pelestarian dan pengendalian
pemanfaatan kawasan lindung.

45. Pengelolaan sumber daya air adaiah upaya
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi penyelengaraan konservasi sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air.

46. Pengendalian daya rusak air adaiah upaya untuk
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh
daya rusak air.

47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH
adaiah area memanjang / jalur dan / atau
mengelomook vane oeneeunaannva lebih bersifat

yang
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48. Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya

untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

49. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
pertumbuhanmencegah,

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.

50. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya yang harus dipenuhi oleh pihak
sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai
alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan
yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah disusun dan telah ditetapkan.

51. Perizinan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang
diberikan kepada seseorang atau badan usaha atau
lembaga untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan
ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

52. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

53. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah

membatasi atau

Kabupaten.
54. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur

tentang persyaratan pemanfaatan ruang serta
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/ zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

55. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut
PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/ kota.

56. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh
kabupaten yang selanjutnya disebutkan PKWp adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/ kota.

57. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau
beberapa kecamatan.

58. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut
PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
desa.

59. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya
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60. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang
pantai yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

61. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang
kiri - kanan sungai, termasuk sungai buatan / kanal
/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat
penting untuk me.npertahankan kelestarian fungsi
sungai.

62. Sistem Jaringan Jaian adalah satu kesatuan jaringan
jalan yang terdiri dari sistem jaringan jaian primer
dan sistem jaringan jaian sekunder yang teijaiin
dalam hubungan hierarki.

63. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air
yang terkandung di dalamnya.

64. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami
dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah.

65. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor
Umum yang digunakan untuk mengatur kcdatangan
dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan
orang dan / atau barang, serta perpindahan moda
angkutan.

66. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

67. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah
kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam
satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau
pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau
sama dengan 2000 km2.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan
pembangunan di Wilayah Kabupaten.

Pasal 3

RTRW berfungsi sebagai pedoman untuk :
a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

1—



- 11 -
d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang

dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang

di wilayah kabupaten; dan
f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

Kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi;

g. dan acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten
adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten
dengan luas wilayah 364.622 hektar.

(2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah
dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek
administratif meliputi wilayah daratan, wilayah
pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah
udara dengan batas wilayah meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten

Asahan dan Selat Malaka;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas
Utara;

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir; dan

d. sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten
Labuhanbatu.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) meliputi :
a. Kecamatan Na IX-X;
b. Kecamatan Marbau;
c. Kecamatan Aek Kuo;
d. Kecamatan Aek Natas;
e. Kecamatan Kuaiuh Selatan;
f. Kecamatan Kuaiuh Hilir;
g. Kecamatan Kuaiuh Hulu; dan
h. Kecamatan Kuaiuh Leidong.

Bagian Kedua
Substansi
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a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
Kabupaten ;

b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang
meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan
prasarana wilayah;

c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi
kawasan 1indung dan kawasan budidaya;

d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang

terdiri dari indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan;

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan
zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi; dan

g. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan
ruang.

BAB in
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya
Kabupaten dengan pemanfaatan ruang yang serasi dengan
berbasis pada Agroindustri.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, terdiri
atas:
a. pengembangan pusat-pusat pengembangan wilayah

melalui program-program pembangunan yang bersifat
strategis sehingga memberikan pengaruh terhadap
kawasan di sekitamya;

b. pengembangan keterkaitan antara kawasan
perkotaan dengan kawasan perdesaan;

c. pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian;
d. pembangunan kawasan agro industri sebagai

penaukung terhadap kemajuan dan pertumbuhuan
ekonomi di Kabupaten;

e. pengembangan sistem prasarana wilayah yang akan
mendukung struktur ruane wilavah Kabuoaten
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f. peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan

ekosistem,keseimbangan
keanekaragaman hayati,

melestarikan
mempertahankan dan

meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
g. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 8

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a. memperkuat fungsi kawasan perdesaan dan

kawasan perkotaan sesuai potensi wilayah, dan
hierarki kawasan; dan

b. meningkatkan aksesibilitas yang seimbang
menuju pusat-pusat kegiatan, baik dari arah
utara-selatan maupun barat- timur.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,terdiri atas:
a. pembangunan jalan penghubung antara

perkotaan dengan perdesaan;
b. meningkatkan kapasitas jaringan jaian melalui

pembangunan jalan baru terutama pada
daerah-daerah yang terpencil dan pemeliharaan
terhadap jalan yang sudah ada; dan

c. pembangunan dan peningkatan prasarana
perhubungan yang menghubungkan antar desa
dengan pusat-pusat kegiatan .

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
a . menetapkan kawasan perkebunan di daerah

dataran tinggi; dan
b. menetapkan kawasan pertanian di daerah

dataran rendah;
(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. menetapkan kawasan agroindustri;
b. membangun pelabuhan pengumpan;
c. membangun pergudangan dan terminal ; dan
d. membangun sarana dan prasarana lainnya yang

mendukung kawasan agroindustri.
(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana
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pelayanannya, serta mengembangkan dan
meningkatkan utilitas;

b. meningkatkan pelayanan sistem angkutan
umum dan fasilitas terminal;

c. meningkatkan keterpaduan antar moda
transportasi darat dan laut serta prasarana
penunjangnya seperti terminal angkutan dan
pelabuhan/dermaga;

d . membangun instalasi pengelolaan air minum
dan jaringan distribusinya hingga ke daerah
yang sulit penyediaannya;

e. mengatur penyebaran fasilitas agar pelayanan
fasilitas semakin merata; dan

f. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
di Kecamatan Kualuh Selatan seluas 20 ha dan
Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X
serta Tempat Penampungan Sementara (TPS) di
tiap Kecamatan.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah pemulihan
fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung,
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
bawahannya, kawasan perlindungan setempat,
kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan
kawasan lindung lainnya.

(7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
a. pengkajian terhadap prospek pengembangan

sumber daya alam batu bara; dan
b. peningkatan keterlibatan masyarakat di dalam

pengelolaan sumber daya alam yang
memberikan nilai tambah terhadap
perekonomian rakyat.

(8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, terdiri atas:
a. mendukung penetapan kawasan peruntukan

pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan budi daya secara selektif di

dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga
fungsi pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau
kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar
kawasan pertahanan dan keamanan negara
sebagai zona penyangga; dan

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset
pertahanan dan keamanan.
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BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :
a. Sistem Perkotaan Wilayah;
b. Sistem Jaringan Transportasi;
c. Sistem Jaringan Energi;
d. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
f. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten
digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan Wilayah

Pasal 10

(1) Rencana Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
a. PKL;
b. PPK;
c. PPL.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi kawasan perkotaan Aek Kanopan.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. Gunting saga dan Sidua dua;
b. Kampung mesjid;
c. Marbau;
d. Kampung Pajak;
e. Tanjung Leidong;
f. Aek Korsik.

(4) PPL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
a. Sukarame;
b. Londut;
c. Pangkalan Lunang;
d. Simandulang;
e. Kuala Bangka;
f. Teluk Biniai:
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j. Pulo Bargot;
k. Simonis; dan
l. Babussalam.

(5) PPK Tanjung Leidong dan Aek Korsik diusulkan
menjadi PKLp.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sistem Jaringan Transportasi Darat;
b. Sistem Jaringan Transportasi Laut;

(2) Sistem Jaringan Transportasi Darat meliputi:
a. jaringan jalan;
b. jaringan jalur kereta api;
c. jaringan transportasi sungai, danau, dan

penyeberangan; dan
d. jaringan angkutan barang dan penumpang.

(3) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.

(4) Peraturan zona tentang sistem jaringan prasarana
Kabupaten yang terkait dengan zona sistem Jaringan
Transportasi Darat, Jaringan Transportasi Laut,
Jaringan Transportasi Udara , Jaringan Energi,
Jaringan Telekomunikasi, dan Prasarana
Lingkungan secara lebih rinci disajikan pada
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Sistem Transportasi Darat

Pasal 12

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan jalan provinsi; dan
c. jaringan jalan kabupaten.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. jalan bebas hambatan;
b. jalan arteri primer.
. la r i neran ia lan H^Kac homHaKn ocKannimann
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(4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi peningkatan pelayanan ruas
jalan meliputi batas Kabupaten Asahan - batas Kota
Rantauprapat.

(5) Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi
rencana jalan lingkar luar di bagian timur meliputi
simpang jalan ke arah Desa Sukarame - Dusun
Rantau Betul (Desa Sukarame) - Desa Labuhan Haji -
simpang Gunting Saga.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :
a. jalan kolektor K2; dan
b. jalan strategis provinsi.

(2) Jaringan jalan kolektor K2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. ruas jalan Aek Kota Batu - Batas Tobasa
b. ruas jalan Aek Kota Batu Kecamatan Na 1X-X -

Simonis Sibito - Pagar Gunung - menuju
Parsuburan Kabupaten Toba Samosir.

(3) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, di wilayah Kabupaten meliputi ruas
jalan susur pantai timur dari ruas Kabupaten
Langkat hingga Labuhanbatu.

(4) Rencana pengembangan jaringan jalan K2 di
Kabupaten meliputi :
a. rencana jalan lingkar dalam di bagian Barat

melalui simpang ke arah Desa Padang Gala Gala,
Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan -
Dusun Kampung Tarutung - Dusun Wonosari -
menuju simpang Perkebunan PTPN-III (Persero)
Kebun Membang Muda;

b. rencana jalan lingkar dalam di bagian Timur
melalui simpang Tanah Rendah - Perkebunan
PTPN-III (Persero) Kebun Membang Muda -
menuju jalan arteri primer (2) simpang Gunting
Saga;

c. Rencana pengembangan jalan susur pantai
timur, meliputi ruas jalan Kisaran Kabupaten
Asahan melalui sepanjang pesisir pantai Sei
Kepayang (Kabupaten Asahan) - Simaniulang-
Tanjung Leidong
Ketapang - Kampung Mesjid - menuju Negeri
Lama dan Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu.

Kuala Bangka Teluk
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a. jalan lokal primer ; dan
b. jalan lingkungan primer.

(2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. dari ruas jalan lingkar luar simpang Sukarame

Kecamatan Kualuh Hulu (jalan arteri primer)
melalui - Sukarame - menuju Tanjung Leidong
Kecamatan Kualuh Leidong (jalan kolektor K2);

b. ruas jalan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh
Hulu dari jalan lingkar luar simpang Gunting
Saga (jalan arteri primer) melalui - Tanjung Pasir
- menuju Simpang Kuala Bangka Kecamatan
Kualuh Hilir (jalan kolektor K2);

c. ruas jalan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh
Hulu (jalan kolektor K2) menuju Londut -
Bandar Manis - Dolok Meraja Kabupaten Toba
Samosir;

d. ruas jalan Simpang Kuala Bangka Kecamatan
Kualuh Hilir (jalan kolektor K2) - Aek Korsik -
menuju Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo;

e. ruas jalan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X
melalui simpang Panigoran - Pulo Jantan -
Sidomulyo - menuju Aek Korsik Kecamatan Aek
Kuo;

f. ruas jalan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X
melalui simpang Marbau - Marbau Kecamatan
Marbau - menuju Aek Korsik Kecamatan Aek
Kuo;

g. ruas jalan Teluk Binjai menuju Tanjung Leidong;
h. ruas jalan Gunting Saga Kecamatan Kualuh

Selatan melalui Simpang Siranggong -
Simangalam - Adian Torop - Ujung Patlang -
Perkebunan PT. Tahuan Ganda - menuju Aek
Korsik Kecamatan Aek Kuo; dan

i. ruas jalan Sungai Raja - Dusun Pinang Lombang
Bawah
Hutabaru (Desa Batu Tunggal)
Kecamatan Na IX-X.

(3) jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan perkebunan Aek
Pamingke Kecamatan Aek Natas Pangkalan - Ujung
Padang - Perkebunan Sungai Pinang - menuju Aek
Korsik Kecamatan Aek Kuo.

Malanoalibi Dusun Masehi
Pematang

Pasal 15

(11 Jarinsan Drasarana lalu lintas dan ansdcni-an ialan
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a. terminal penumpang;
b. terminal barang;
c. unit pengujian kendaraan bermotor.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi :
a. pengembangan terminal dpe B di Aek Kanopan;
b. pengembangan terminal tipe C di Padang

Halaban; dan
c. pengembangan terminal tipe C di Kampung

PajaJk.
(3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terletak di Aek Kanopan Kecamatan
Kualuh Hulu.

(4) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dibangun di jalan
arteri primer, Desa Terang Bulan Kecamatan Aek
Natas.

Pasal 16

(1) Jaringan prasarana pelayanan lalu lintas dan
angkutan jalan meliputi :
a. jaringan trayek angkutan orang; dan
b. jaringan lintas angkutan barang.

(2) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. rencana pengembangan jalur angkutan umum

Antar Kota Antar Provirisi (AKAP) , meliputi ruas
jalan arteri primer;

b. rencana pengembangan jalur angkutan umum
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) , meliputi ruas
jalan arteri primer, jalan kolektor K2, dan jalan
lokal primer; dan

c. rencana pengembangan jalur angkutan umum
perdesaaan (Angkudes), meliputi ruas jalan
arteri, jalan kolektor K2, jalan lokal primer, dan
jalan lingkungan primer.

Pasal 17

(1) Rencana sistem jaringan jalur kereta api
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
b, meliputi:
a. stasiun kereta api;
b. jalur kereta api.

(2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a , meliputi :
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c. pengembangan stasiun kereta api khusus
barang di Aek Kanopan dan Situngir;

d. pengembangan stasiun kereta api khusus
barang di Tanjung Leidong; dan

e. pengembangan stasiun kereta api khusus
barang di Aek Korsik.

(3) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi :
a. pengembangan jalur rel kereta api Medan -

Rantauprapat;
b. rencana pengembangan jalur kereta api dari

stasiun angkutan barang di Aek Kanopan dan
Situngir - menuju pelabuhan Tanjung Leidong;

c. rencana pengembangan jalur kereta api dari
Sidomulyo
Korsik Kecamatan Aek Kuo; dan

d. rencana pengembangan Sumatera Railways
Transportation, sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Pulau Sumatera.

menuju kawasan industri Aek

Pasal 18

Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c,
berupa tangkahan perahu, meliputi:
a. Kecamatan Kualuh Selatan;
b. Kecamatan Kualuh Hilir;
c. Kecamatan Kualuh Hulu; dan
d. Kecamatan Kualuh Leidong.

Paragraf 3
Rencana Sistem Transportasi Laut

Pasal 19

(1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rencana pengembangan pelabuhan laut; dan
b. rencana pengembangan jalur alur pelayaran.

(2) Rencana pengembangan pelabuhan laut meliputi :
a. Tanjung Leidong sebagai pelabuhan pengumpul;
b. Simandulang sebagai pelabuhan pengumpan

lokal.

(3) Rencana pengembangan jalur alur pelayaran
meliputi :
a. alur pelayaran umum dan perlintasan;
b. alur pelayaran masuk pelabuhan.
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Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

(1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c,meliputi :
a. penyediaan minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk
mewujudkan ketersediaan daya energi untuk seluruh
wilayah dalam kapasitas dan petayanannya guna
peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek
politik dan pertanahan negara.

Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi nasional
jalur Duri - Asahan, meliputi;
a. Kecamatan Kualuh Hulu;
b. Kecamatan Kualuh Selatan;
c. Kecamatan Aek Natas;
d. Kecamatan Marbau - dan
e. Kecamatan Aek Kuo.

Pasal 22

Sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah

pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan
berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu
listrik;

b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik
pada daerah ^daerah yang belum terlayani, utamanya
bagi kawasan-kawasan permukiman yang belum
memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber
dari PLN;

c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik
di seluruh wilayah kabupaten;

d. pengembangan listrik yang murah dan ramah
lingkungan antara lain berupa Pembangkit Listrik
Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan biogas.

Pasal 23
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a. pemasangan pembangkit listrik tenaga air atau

PLTMH dilakukan pada daerah yang memiliki potensi;
b. rencana pembangunan jaringan SUTET Rantauprapat

- Tebing Tinggi meliputi:
1. Kecamatan Kualuh Hulu;
2. Kecamatan Kualuh Selatan;
3. Kecamatan Aek Natas;
4. Kecamatan Marbau.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

(1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang akan
dikembangkan di Kabupaten, meliputi:
a. jaringan kabel telepon;
b. telepon nirkabel antara lain menara BTS ( Base

TYansceiver Station); dan
c. jaringan telekomunikasi satelit.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan
telekomunikasi di Kabupaten, terdiri atas:
a. menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis

teknologi modem;
b. pembangunan teknologi telekomunikasi pada

wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;
c. membentuk jaringan telekomunikasi dan

informasi yang menghubungkan setiap wilayah
pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten; dan

d. mengarahkan untuk memanfaatkan secara
bersama pada satu tower BTS untuk beberapa
operator telepon seluler dengan pengelolaan
secara bersama.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

(1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
a. jaringan sumber daya air; dan
b. prasarana sumber daya air.

(2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Wilvah Suneai fWSl:
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(3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. prasarana irigasi;
b. prasarana air baku untuk air bersih; dan
c. prasarana pengendalian daya rusak air.

Pasal 26

(1) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada
Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. WS Kualuh - Barumun kewenangan Pemerintah

Provinsi; dan
b. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten

Labuhanbatu Utara yang terletak pada WS
Kualuh - Barumun berupa DAS Panai.

(2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi dataran rendah di
setiap Kecamatan.

(3) Pengembangan sumber mata air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi
sumber mata air di setiap Kecamatan.

Pasal 27

(1) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (3) huruf a, meliputi seluruh daerah lahan
basah di setiap Kecamatan.

(2) Prasarana a
_.r baku untuk air bersih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b meliputi
seluruh daerah rawan air baku untuk air bersih di
setiap Kecamatan .

(3) Prasarana pengendali daya rusak air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c berupa
rencana pembangunan tanggul, meliputi:
a. Sungai Kualuh;
b. Sungai Aek Kuo;
c. Sungai Aek Natas;
d. Sungai Marbau;
e. Sungai Aek Kanopan;
f. pesisir pantai Kecamatan Kualuh Leidong; dan
g. pesisir pantai Kecamatan Kualuh Hilir.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 28
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a. sistem jaringan persampahan;
b. istem air limbah;
c. rencana sistem drainase;
d. sistem jaringan air minum; dan
e. rencana jaiur evakuasi bencana.

Pasal 29

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
a. TPS; dan
b. rencana TPA.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan
dan pusat-pusat kegiatan.

(3) Rencana TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikembangkan di Kecamatan Kualuh Selatan,
Desa Damuli Kebun, dengan luas 20 (dua puluh)
hektar dan di Desa Perkebunan Berangir Kecamatan
Na. IX-X.

(4) Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten, berupa
sanitary landfill;

(5) Penerapan prinsip 3R ( Reuse, Reduce. Recycle).
(6) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun
terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan
sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

Pasal 30

(1) Sistem air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf b, meliputi air buangan domestik merupakan
buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga,
salah satu ciri khas air buangan domestik yaitu
kandungan zat organik dan angka BOD yang cukup
tinggi.

(2) Pengembangan sistem air limbah, meliputi:
a. on site sanitation system; dan
b. off site sanitation system.

(3) Pengembangan pengelolahan air limbah meliputi:
a. sistem pembuangan air limbah perpipaan

terpusat dilakukan secara kolektif melalui
jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang
secara terpusat pada kawasan perkotaan yang
padat kegiatan, kawasan industri;
sistem npmhnfmcflr air I i mha hh.
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c. sistem pembuangan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3).

Pasal 31

Rencana sistem drainase scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf c, meliputi:
a. pengaturan kembali sistem jaringan drainase yang

berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara
kuantitas maupun kualitas;

b. normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran
pembuangan akhir agar tidak teijadi luapan sungai
akibat air sungai tidak dialirkan dengan cepat;

c. pengembangan sistem drainase primer selebar 2-3
meter sesuai topografmya dapat menampung
limpahan air hujan dari saluran sekunder dan tersier
yang selanjutnya dialirkan ke sungai atau cacthment
area untuk mengisi air tanah:

d. pengembangan sistem jaringan drainase sekunder
selebar 1,5 - 2 meter pada setiap sisi jalan yang
dialirkan sesuai dengan topografmya; dan

e. pembuatan sistem jaringan drainase tersier selebar
0,5 - 1 meter yang pengembangannya saling
terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan
drainase wilayahnya.

Pasal 32

(1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
a. 1 (satu) unit instalasi pengelolaan air minum di

Marbau Kecamatan Ma-bau; dan
b. 1 (satu) unit instalasi pengelolaan air minum di

Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan.
(2) Rencana jaringan air minum. meliputi:

a. pembangunan instalasi pengelolaan air minum
di Aek kanopan;

b. pembangunan instalasi pengolahan air minum di
Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X;

c. pembangunan instalasi pengelolaan air minum
di Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong;
dan

d. pembangunan instalasi pengelolaan air minum
di Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir.

Pasal 33
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a. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor,

ke ruas jalan dan/atau jaJan darurat yang aman;
b. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang

pasang, ke jalan menuju kawasan perbukitan; dan
c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir, ke

jalan menuju balai desa/kantor/stadion dan gedung
sosial lainnya.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

(1) Rencara pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
a. Kawasan Lindung;
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan
mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah
ditetapkan secara nasional sebagaimana tercantum
pada Lampiran II Peta SK.579/ Menhut-II /2014 yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan kawasan budi daya dilakukan dengan
mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang
memiliki nilai strategis nasional , serta memperhatikan
pola ruang kawasan budi daya Provinsi dan
Kabupaten.

(4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan pada peta pola ruang Kabupaten
Labuhanbatu Utara dengan tingkat ketelitian 1:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) huruf a, meliputi :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadaD
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d. kawasan suaka aJam, pelestarian alam dan cagar

budaya;
e. kawasan rawan bcncana; dan
f. kawasan lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 36

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam
pasal 35 huruf a, disusun berdasarkan pada penetapan
kawasan hutan yang berlaku yang menyebar di wilayah
Kabupaten lebih kurang seluas 41.240 Ha (empat puluh
satu ribu dua ratus empat puluh hektar).

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya

Pasal 37

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf b, meliputi kawasan resapan air.

(2) Pengembangan kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Kecamatan Kualuh Hulu;
2. Kecamatan Kualuh Selatan;
3. Kecamatan Aek Natas; dan
4. Kecamatan NA IX-X.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 38

(1) Kawasan perlindungan setempa^ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi kawasan
sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan
kecil, kawasan sekitar bendungan/waduk/situ, mata
air dan Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan.

(2) Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan
setempat meliputi:
a. kawasan sempadan pantai yang menyebar di

wilayah Kabupaten yaitu sepanjang Kecamatan
Kualuh Leidonp Kpramat-an Kualuh Hil ir
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b. kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang

menyebar di wiiayah Kabupaten Labuhanbatu Utara
meliputi seluruh sungai meliputi:
1- sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan

sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai
kecil yang berada di luar permukiman.

2. 10-15 meter di dalam kawasan permukiman
yang cukup untuk membuat jalan inspeksi; dan

3. lebamya proporsional dengan bentuk dan
kondisi fisik.

(3) Kawasan Ruang Terbuka Hijau wiiayah perkotaan
sebesar 30% dari luas wiiayah perkotaan yang
menyebar di PKL dan PPK pada wiiayah Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

Paragraf 5
Kawasan Suaka Alum, Pelestarian Alam, dan Cagar

Budaya

Pasal 39

(1) Rencana pengembangan kawasan suaka alam,
pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi Kawasan
Cagar Alam, Cagar Budaya dan Pantai Berhutan Bakau;

(2) Kawasan Cagar Alam meliputi Cagar Alam Sei Leidong
yang terletak di perbatasan Kecamatan Kualuh Leidong,
Kualuh Hulu dan Kualuh Hilir, seluas tcurang lebih 953
(sembilan ratus lima puluh tiga) hektar.

(3) Kawasan Cagar Budaya meliputi :
a. kawasan makam penyiar agama Islam yang berada

di Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh
Leidong;

b. kawasan makam Tengku Raden di Desa Bandar
Manis Kecamatan Kualuh Hulu; dan

c. kawasan Kerajaan Poldung di Desa Poldung di
Kecamatan Aek Natas.

(3) Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di Kecamatan
Kualuh leidong dan Kualuh Hilir.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 40

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf e. terdiri dari -
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(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 81.703
(delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga) hektar,
meliputi:
a. Kecamatan Kualuh Huiu seluas kurang lebih 2.333

(dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi
Desa Kuala Beringin;

b. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih
11.394 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh
empat) hektar, meliputi:
1) Desa Hasang seluas kurang lebih 4.522 (empat

ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
2) Desa Lobu Huala seluas kurang lebih 6.611 (enam

ribu enam ratus sebelas) hektar;
3) Desa Bandar Lama seluas kurang lebih 59 (lima

puluh sembilan) hektar; dan
4) Desa Siamporik seluas kurang lebih 201 (dua

ratus satu) hektar.
c. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 31.475

(tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima)
hektar, meliputi:
1) Desa Poldung seluas kurang lebih

(delapan belas ribu delapan ratus enam puluh
tujuh) hektar;

2) Desa Sibito seluas kurang lebih 2.877 (dua ribu
delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar;

3) Desa Perkebunan Halimbe seluas kurang lebih
1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) hektar;

4) Desa Bandar Durian seluas kurang lebih 483
(empat ratus delapan puluh tiga) hektar;

5) Desa Perkebunan Aek Pamienke seluas kurang
lebih 404 (empat ratus empat) hektar; dan

6) Desa Rombisan seluas kurang lebih 7.034 (tujuh
ribu tiga puluh empat) hektar.

d. Kecamatan Na 1X-X seluas kurang lebih 36.502 (tiga
puluh enam ribu lima ratus dua) hektar, meliputi:
1) Desa Batu Tunggal seluas kurang lebih 7.578

(tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan)
hektar;

2) Desa Pematang seluas kurang lebih 11.896
(sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh enam)
hektar;

3) Desa Hatapang seluas kurang lebih 11.322
(sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar;

4) Desa Sungai Raja seluas kurang lebih 2.246 (dua
ribu dua ratus empat puluh enam) hektar;

5) Desa Silumaiane seluas kuranp lehih

18.867

1 411
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(3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 39
(tiga puluh sembilan) hektar, meliputi: wilayah pesisir
pantai utara yakni Kecamatan Kualuh Leidong dan
Kecamatan Kualuh Hilir.

(4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 56.367 (lima puluh
enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar,
meliputi :
a. Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 31.786

(tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh
enam) hektar;

b. Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih
17.153 (tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga)
hektar;

c. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 1.700
(seribu tujuh ratus) hektar;

d. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih
2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar;

e. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 1.765
(seribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar; dan

f. Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 1.607
(seribu enam ratus tujuh) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Rencana pengembangan kawasan budi daya terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan perkebunan;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan parawisata;
h. kawasan peruntukan permukiman;dan
i. kawasan peruntukan lahan lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 42
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a. hutan produksi terbatas seluas 38.202 (tiga puluh
delapan ribu dua ratus dua) hektar;

b. hutan produksi tetap terluas 19.114 (sembila belas
ribu seratus empat belas) hektar;

c. hutan produksi yang dapat dikonversi seluas
22.796 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan
puluh enam) hektar.

(2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Aek Natas;
b. Kecamatan Kualuh Hulu;
c. Kecamatan Kualuh Selatan; dan
d. Kecamatan NA IX-X.

(3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Aek Natas;
b. Kecamatan Kualuh Hulu;
c. Kecamatan Kualuh Hilir;
d. Kecamatan Kualuh Leidong;
e. Kecamatan Kualuh Selatan ; dan
f. Kecamatan Aek Kuo.

(4) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Kecamatan Kualuh Hilir; dan
b. Kecamatan Kualuh Leidong.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perkebvnan

Pasal 43

perkebunanperuntukankawasanPengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, seluas
kurang lebih 153.516 (seratus lima puluh tiga ribu lima
ratus enam belas) hektar, meliputi:
a. Kecamatan Aek Natas;
b. Kecamatan Aek Kuo;
c. Kecamatan Kualuh Hilir;
d. Kecamatan Kualuh Hulu;
e. Kecamatan Kualuh Leidong;
f. Kecamatan Kualuh Selatan;
g. Kecamatan Marbau; dan
h. Kecamatan NA IX-X.
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Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 44

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
a. tanaman pangan (lahan basah) seluas kurang lebih

30.031 (tiga puluh ribu tiga puluh satu) hektar,
meliputi :
1. Kecamatan Kualuh Selatan;
2. Kecamatan Aek Natas;
3. Kecamatan Kualuh Hilir;
4. Kecamatan Kualuh Leidong; dan
5. Kecamatan Kualuh Hulu.

b. hultikultura (lahan kering) seluas kurang lebih 35.442
(tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua)
hektar, meliputi :
1. Kecamatan Aek Kuo;
2. Kecamatan Aek Natas;
3. Kecamatan Kualuh Hilir;
4. Kecamatan Kualuh Hulu;
5. Kecamatan Kualuh Leidong;
6. Kecamatan Kualuh Selatan;
7. Kecamatan Marbau; dan
8. Kecamatan NA IX X.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf d , meliputi:
a. perikanan tangkap; dan
b. perikanan budi daya.

(2) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk
mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di
pantai timur Kabupaten meliputi PPI Tanjung Leidong.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 46

Rencana kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf e. meliDUti:
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b. rninyak bumi, terdapat di Kecamatan Marbau dan Aek
Kuo.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 47

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf f, seluas kurang lebih 509 (lima ratus
sembilan) hektar berada di Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo,
terdiri atas:
a. industri besar;
b. industri sedang; dan
c. industri rumah tangga.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 48

Kawasan Pariwisata di Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf g, meliputi :
a. pengembangan Objek Wisata Air Terjun Aek Sordang,

terletak di Desa Pulau Dogom Kecamatan Kualuh
Hulu;

b. pengembangan Objek Wisata Pulau Santai Sei
Kualuh, terletak di Desa Bandar Lama Kecamatan
Kualuh Selatan;

c. pengembangan Objek Wisata Air Terjun Hatapang,
terletak di Desa Hatapang Kecamatan Aek Natas.

d. pengembangan Objek Wisata Pemandian Aek Kota
batu, terletak di Desa Aek Kota Batu Kecamatan NA
IX-X;

e. pengembangan Objek Wisata Aek Buru, ferletak di
Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X;

f. pengembangan Objek Wisata Aek Momom, Aek
Rindu, Aek Tombus, terletak di Desa Kuala Beringin
Kecamatan Kualuh Hulu; dan

g. pengembangan Objek Wisata Pantai Sungai Pulau
Diski terletak di Desa Simonis Kecamatan Aek Natas.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 49
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a. permukiman perkotaan;dan
b. permukiman perdesaan.

(2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas kurang iebih 3.164 (tiga ribu
seratus enam puluh empat) hektar, meliputi:
a. Keeamatan Aek Kuo seluas kurang Iebih 24 (dua

puiuh empat) hektar;
b. Keeamatan Kualuh Hilir seluas kurang Iebih 271

(dua ratus tujuh puluh satu) hektar;
c. Keeamatan Kualuh Hulu seluas kurang Iebih

619 (enam ratus sembilan belas) hektar;
d. Keeamatan Kualuh Leidong seluas kurang Iebih

107 (seratus tujuh) hektar;
e. Keeamatan Kualuh Selatan seluas kurang Iebih

1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan)
hektar;

f. Keeamatan Marbau seluas kurang Iebih 197
(seratus sembilan puluh tujuh) hektar; dan

g. Keeamatan NA IX-X seluas kurang Iebih 317
(tiga ratus tuiuh belas) hektar.

(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b seluas kurang Iebih 7.916 (tujuh ribu
sembilan ratus enam belas) hektar, meliputi:
a. Keeamatan Aek Kuo seluas kurang Iebih 232

(dua ratus tiga puluh dua) hektar;
b. Keeamatan Aek Natas seluas kurang Iebih 304

(tiga ratus empat) hektar;
c. Keeamatan Kualuh Hilir seluas kurang Iebih 587

(lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
d. Keeamatan Kualuh Hulu seluas kurang Iebih

1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan)
hektar;

e. Keeamatan Kualuh Leidong seluas kurang Iebih
820 (delapan ratus dua puluh) hektar;

f. Keeamatan Kualuh Selatan seluas kurang Iebih
3.010 (tiga ribu sepuluh) hektar;

g. Keeamatan Marbau seluas kurang Iebih 1.223
(seribu dua ratus dua puluh tiga) hektar; dan

h. Keeamatan NA IX-X seluas kurang Iebih 281
(dua ratus delapan puluh satu) hektar.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 50

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud
dfllflm Pa cm 1 41 Vmmf i hpnina lraixra <ian npninhib-on
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b. Subdenfom yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu;
c. Bataiyon yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu;dan
d. Koramil yang terdapat di setiap ibukota kecamatan.

BAB VI
RENCANA PENETAPAN RAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

(1) Kawasan strategis di Kabupaten meliputi kawasan
strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten dan
penetapan kawasan strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis provinsi di Kabupaten meliputi
kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan pengembangan
Ekonomi Terpadu Labuhanbatu Utara dan sekitamya.

(3) Rencana kawasan strategis Kabupaten meliputi:
a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan

ekonomi;
b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;

dan
c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung

linkungan hidup.
(4) . Rencana kawasan strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Peta
Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan

Ekonomi

Pasal 52

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3)
huruf a, meliputi pengembangan kawasan Ekonomi Terpadu
di Kecamatan Aek Kuo dan Kecamatan Kualuh Leidong.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 53

Kawasan <?trat^cri <; nnhilf Ifpnpnfinann crmiol hnriava
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Bagian Keempat
Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung

Lingkungan Hidup

Pasal 54

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf c, berupa kawasan strategis lingkungan hidup
berupa hutan Undung, meliputi:
a. Kecamatan Kualuh Hulu;
b. Kecamatan Kualuh Selatan;
c. Kecamatan Kualuh Leidong;
d. Kecamatan Kualuh Hilir;
e. Kecamatan Aek Natas;
f. Kecamatan NA IX-X;
g. sepanjang DAS Kualuh; dan
h. sepanjang pantai serta muara sungai di Kecamatan

Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari
indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan, indikasi sumber pendanaan, indikasi
pelaksanaan kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

(2) Indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan meliputi:
a. indikasi program utama perwujudan struktur

ruang wilayah;
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang

wilayah; dan
c. indikasi program utama perwujudan kawasan

strategis Kabupaten.
(3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana

pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten , swasta, keijasama pemerintah - swasta,
dan i.iasyarakat.

(4) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri dari
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabunaten . swasta dan masvarakat
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pelaksanaan kegiatan, dan waktu pelaksanaan secara
lebih rinci disajikan pada Lampiran IV
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

yang

Pasal 56

Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. arahan pemanfaatan struktur ruang;
b. arahan pemanfaatan pola ruang; dan
c. arahan pemanfaatan kawasan strategis.

Bagian Kedua
Arahan Pemanfaatan Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

Arahan pemanfaatan struktur ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan rencana sistem pusat kegiatan; dan
b. perwujudan rencana sistem prasarana wilayah.

Paragraf 2
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 58

(1) Perwujudan rencana sistem pusat kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a,
terdiri atas:
a. arahan pemanfaatan sistem perkotaan; dan
b. arahan pemanfaatan sistem perdesaan.

(2) Arahcn pemanfaatan sistem perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. arahan pemanfaatan PKL;
b. arahan pemanfaatan PKLp; dan
c. arahan pemanfaatan PPK.

(3) Arahan pemanfaatan sistem perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa arahan
pemanfaatan PPL.

Pasal 59

(1) Arahan pemanfaatan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a ditetapkan di Aek
Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu melalui program :
a. oenvusunan RDTRK IRencana Detail Tata Ruang
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c. pembangunan perkantoran pemerintahan;
d. pembangunan rumah Kepala dan Wakil Kepala

Daerah;
e. pembangunan rumah pimpinan dan anggota

DPRD;
f. pembangunan rumah dinas Sekretaris Daerah;
g. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil;
h. pengembangan perumahan rakyat;
i. pembangunan pasar Aek Kanopan;
j. pembangunan perguruan tinggi (akademi);
k. pengembangan RSUD;
l. pembangunan gedung olah raga dan kesenian;
m. pembangunan terminal (tipe B) ;
n. pengembangan SMA/SMK Negeri;
o. pengembangan rumah ibadah;
p. peningkatan kapasitas Perusahaan Air Minum

Daerah;
q. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan

TPST yang ramah lingkungan;
r. alokasi lahan untuk kawasan siap bangun

(kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
s. pembangunan balai latihan kerja modem;
t. pembangunan jalan lingkar kota; dan
u. pembangunan hutan kota.

(2) Arahan pemanfaatan PKLp sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b ditetapkan di Tanjung
Leidong Kecamatan Kualuh Leidong dan Aek Korsik
Kecamatan Aek Kuo.

(3) Arahan pemanfaatan PKLp di Tanjung Leidong
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui program:
a. penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung

Leidong;
b. pengembangan perumahan rakyat;
c. penyusunan masterplan/SID/ DED Pelabuhan

Tanjung Leidong;
d. pembangunan/ peningkatan. TPI;
e. pembangunan pabrik pengolahan hasil laut ;
f. peningkatan pusat perdagangan;
g. pembangunan penelitian pengembangan

kelautan;
h. pembangunan terminal tipe B;
i. pembangunan lumbung pangan;
j. perbaikan daerah irigasi;
k. pengembangan kawasan pantai sebagai objek

pariwisata;
I npnffpmha noa n Puclfpmac ra«/at inai-v Toniimn



- 39 -

(4) Arahan pemanfaatan PKLp di Aek Korsik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui program:
a. penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Aek

Korsik;
b. pengembangan perumahan rakyat;
c. pembangunan terminal tipe C;
d. pembangunan stasiun kereta api barang;
e. peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
f. pengembangan SMA/SMK Negeri; dan
g. pengembangan Puskesmas rawat inap Aek

Korsik.
(5) Arahan pemanfaatan PPK sebagaimana dimaksud

pada pasal 58 ayat (2) huruf c meliputi :
a. Gunting Saga dan Sidua dua di Kecamatan

Kuaiuh Selatan;
b. Kampung Mesjid di Kecamatan Kuaiuh Hilir;
c. Marbau di Kecamatan Marbau; dan
d. Kampung Pajak di Kecamatan Na IX-X.

(6) Arahan pemanfaatan PPK di Gunting Saga dan Sidua
dua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dilaksanakan melalui program:
a. peningkatan pasar tradisional;
b. peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. peningkatan fasilitas pelayanan pennukiman.

(7) Arahan pemanfaatan PPK di Kampung Mesjid
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dilaksanakan melalui program:
a. pembangunan pengolahan padi ( Milling Rice) ]

b. pengendaiian banjir;
c. pembangunan lumbung pangan;
d. peningkatan SMK Negeri ;
e. pengembangan Puskesmas rawat inap Kampung

Mesjid;
f. pembangunan TPI; dan
g. pembangunan pabrik pengolahan hasil laut.

(8) Arahan pemanfaatan PPK di Marbau sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan melalui
program:
a. pengembangan SMA/SMK Negeri;
b. pengembangan Puskesmas rawat inap Marbau;

dan
c. peningkatan pasar tradisional.

(9) Arahan pemanfaatan PPK di Kampung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d
dilaksanakan dilakukan melalui program:
a. nemhancrinan industri nenuolahan kavu -
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Pasal 60

(1) Arahan pemanfaatan PPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (3) meliputi :
a. Sukarame di Kecamatan Kuaiuh Hulu;
b. Londut di Kecamatan Kuaiuh Hulu;
c. Pangkalan Lunang di Kecamatan Kuaiuh

Leidong;
d. Simandulang di Kecamatan Kuaiuh Leidong;
e. Kuala Bangka di Kecamatan Kuaiuh Hilir;
f. Teluk Binjai di Kecamatan Kuaiuh Hilir;
g. Padang Maninjau di Kecamatan Aek Kuo;
h. Sidomulyo di Kecamatan Aek Kuo;
i. Bandar Selamat di Kecamatan Aek Kuo;
j. Simonis di Kecamatan Aek Natas;
k. Pulo Bargot di Kecamatan Marbau; dan
l. Babussalam di Kecamatan Marbau;

(2) Arahan pemanfaatan PPL di Sukarame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui
program:
a. pembangunan dan peningkatan jalan produksi;
b. pembangunan penelitian dan pengembangan

perkebunan; dan
c. peningkatan irigasi desa.

(3) Arahan pemanfaatan PPL di Londut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
program:
a. pembangunan objek wisata; dan
b. pembangunan daerah penyangga.

(4) Arahan pemanfaatan PPL di Pangkalan Lunang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan melalui program:
a. peningkatan irigasi desa;
b. pembangunan dan peningkatan jalan produksi;

dan
c. pembangunan gudang pengumpul dan lahan

jemur padi.
(5) Arahan pemanfaatan PPL di Simandulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan melalui program:
a. peningkatan irigasi desa; dan
b. pembangunan sarana pengendalian banjir.

(6) Arahan pemanfaatan PPL di Kuala bangka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilakukan melalui program:
a. pembangunan fasilitas penunjang sentra

npr i tanan •
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(7) Arahan pemanfaatan PPL di Teluk Binjai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dilakukan melalui program:
a. peningkatan irigasi; dan
b. pembangunan fasilitas penunjang sentra

petemakan.
(8) Arahan pemanfaatan PPL di Padang Maninjau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dilakukan melalui program:
a. pembangunan gudang pengumpul;
b. pembangunan fasilitas penunjang sentra

petemakan;
c. pembangunan jalan produksi perkebunan; dan
d. pembangunan sub terminal agribisnis.

(9) Arahan pemanfaatan PPL di Sidomulyo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui
program:
a. pembangunan jalan produksi perkebunan;
b. pembangunan gudang pengumpul dan lahan

jemur kopi;
c. pembangunan fasilitas penunjang sentra

petemakan; dan
d. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang

kegiatan pertanian.
(10) Arahan pemanfaatan PPL di Bandar Selamat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
dilakukan melalui program:
a. pembangunan dan peningkatan jalan produksi;
b. pembangunan fasilitas penunjang sentra

petemakan; dan
c. pembangunan prasarana penunjang usaha

perkebunan.
(11) Arahan pemanfaatan PPL di Simonis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan melalui
program:
a. pembangunan prasarana penunjang usaha

perkebunan;
b. pembangunan objek wisata; dan
c. pembangunan daerah penyangga.

(12) Arahan pemanfaatan PPL di Pulo Bargot seoagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan melalui
program:
a. pembangunan fasilitas penunjang sentra

petemakan temak unggas;
b. pembangunan gudang pengumpul; dan
c. pembangunan jalan produksi perkebunan.

(131 Arahan oemanfaatan PPL di Babussalam
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a. pembangunan dan peningkatan jalan produksi;
dan

b. pembangunan prasarana penunjang usaha
perkebunan.

Paragraf 3
Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 61

(1) Perwujudan rencana sistem prasarana wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b,
terdiri atas :
a. arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana

utama; dan
b. arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana

lainnya.
(2) Arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana

utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:
a. sistem transportasi darat;
b. rencana sistem perkeretaapian; dan
c. sistem transportasi laut.

(3) Arahan pemanfaaatan sistem transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilaksanakan dengan prioritas program:
a. pembangunan jalan ring road;
b. peningkatan / rehabilitasi / pemeliharaan

arteri primer;
c. pembangunan / peningkatan / rehabilitasi /

pemeliharaan jalan arteri primer, jalan kolektor,
jalan lokal primer serta jalan lingkungan primer;
dan

d. pembangunan / peningkatan / pemeliharaan
dermaga angkutan sungai dan penyeberangan.

(4) Arahan pemanfaatan sistem perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan dengan prioritas program :
a. perbaikan stasiun Membang Muda di Aek

Kanopan;
b. peningkatan stasiun Situngir; dan
c. pembangunan stasiun di Tanjung Leidong.

(5) Arahan pemanfaatan sistem transportasi laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dilakukan dengan prioritas program pembangunan
pelabuhan pengumpan regional Tanjung Leidong dan

jalan

Vi ia1o PtanrxLra



- 4 3 -
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

pemanfaatan sistem jaringan energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a,
dilaksanakan melalui program :
a. optimaiisasi PLTD yang ada;
b. peningkatan pasokan daya listrik

bersumber dari energi terbarukan
memenuhi kebutuhan iistrik perdesaan;

c. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi
listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa
yang terdapat objek wisata dan terutama ke
daerah-daerah yang belum berlistrik;

d. pengembangan dan optimaiisasi pemanfaatan
PLTMH berbasis masyarakat; dan

e. pengembangan sumber energi altematif seperti
tenaga surya, gelombang laut dan tenaga angin
sesuai dengan potensi setempat.

(8) Arahan pemanfaatan sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b,
dilaksanakan melalui program:
a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan

telekomunikasi operator swasta / BUMN;
b. penataan dan efisiensi penempataan BTS; dan
c. optimaiisasi pemanfaatan teknologi informasi

untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahaan
dan usaha penduduk.

(9) Arahan pemanfaatan sistem jaringan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c,
dilaksanakan melalui program:

(7) Arahan

yang
untuk

konservasi sumber daya air dilakukan melalui
kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber
air , pengawetan air, pengelolaan kualitas air,
dan pencegahan pencemaran air;
pendayagunaan sumber daya air dilakukan
melalui pengembangan jaringan irigasi pada
seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan
pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk
air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan
perkotaan;
pengendalian daya rusak air dilakukan melalui
pembangunan dan / atau pengembangan

pengendalian

a.

b.

c.

banjir sertaprasarana
pengamanan pantai;
<ii ctpm rvnoamanan nantai rlaraat rlilaln llroraA
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e. pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan
dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan;
dan

f. keseimbangan ekosistem rawa untuk kegiatan
pmtanian pada rawa dengan kedalaman kurang
dari 3 (tiga) meter.

(10) Arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf d , terdiri atas:
a. sistem jaringan persampahan yang dilaksanakan

melalui program:
1) peningkatan pengelolaan sampah;
2) penyediaan TPS di tiap kecamatan;
3) pembangunan TPA; dan
4) sosialisasi penerapan 3R.

b. sistem air limbah yang dilaksanakan melalui
program:
1) pemantauan instalasi / prasarana pengolah

air limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun);
dan

2) pemantauan pemanfaatan ruang yang
berpotensi mernbuang limbah ke perairan
serta ketentuan pengolahan air dari
jaringan draimase sebelum dibuang ke
perairan.

c. sistem drainase yang dilaksanakan melalui
program:

pengaturan kembali sistem jaringan
drainase;
normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran

1)

2)
pembuangan akhir;
pengembangan sistem drainase primer
selebar 2-3 meter sesuai topografmya;

4) pengembangan sistem jaringan drainase
sekunder selebar 1,5 - 2 meter pada setiap
sisi jalan yang dialirkan sesuai dengan
topografmya; dan

5) pembuatan sistem jaringan drainase tersier
selebar 0,5 - 1 meter di wilayah pemukiman
yang belum ada jaringan drainasenya dan di
wilayah permukiman baru.

d. sistem jaringan air minurn yang dilaksanakan
melalui program penyediaan prasarana dan
sarana air minum terutama pada kawasan
rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
dan
ialur evakuasi beneana vane dilaksanakan

3)

e.
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Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Poia Ruang
Paragraf 1

Umum

Pasal 62
Arahan pemanfaatan pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas :
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budi daya.

Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 63

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf a, meiiputi:
a. arahan pemanfaatan hutan lindung;
b. arahan pemanfaatan kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. arahan pemanfaatan kawasan perlindungan

setempat;
d. arahan pemanfaatan kawasan suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya; dan
e. arahan pemanfaatan kawasan rawan bencana.

(2) Arahan pemanfaatan hutan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melahii
program :

identvfikasi dan pemetaan kerusakan hutan
lindung;
pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang
pada kawasan hutan lindung;
penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;
penguatan program rehabilitasi hutan lindung
berbasis masyarakat;
rehabilitasi kawasan hutan lindung;
penegakan hukum pemberantasan pembalakan
Uar ( illegal logging) -,
penerapan pola insentif dan disinsentif dalam
pengelolaan hutan lindung;
pengawasan dan pengamanan kawasan hutan
lindung dengan prioritas penanganan kawasan
hutan yang rusak sesuai tingkat kerusakan dan
dampaknya;
penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak
dalam dan luar negen untuk rehabilitasi

a.

b.

c.
d.

e.
f.

g-
h.

i.
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(3) Arahan pemanfaatan kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melalui program :
a. penetapan kawasan dengan kemiringan diatas

40% sebagai kawasan lindung; dan
b. identifikasi kawasan lindung menjadi lahan

sangat kritis, kritis dan tidak kritis.
(4) Arahan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan melalui program :
a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi

wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu
kelestarian fungsi pantai; dan

b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi
sungai dari kegiatan manusia yang dapat
mengganggu dan merusak kualitas air sungai,
kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta
mengamankan aliran sungai.

(5) Arahan pemanfaatan kawasan suaka alam,
pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui
program :
a. identifikasi, penetapan dan pemantapan

kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
alam laut; dan

b. identifikasi dan kiasifikasi kondisi kawasan
menjadi. kawasan sangat kritis, kritis dan tidak
kritis.

(6) Arahan pemanfaatan kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilakukan melalui program :
a. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan

bencana alam di Kabupaten; dan
b. melakukan sosialisasi bencana alam geologi

pada masyarakat, terutama masyarakat yang
berada daerah rawan gempa bumi, gerakan
tanah , zona patahan / sesar dan rawan tsunami.

Paragraf 3
Perwnjudan Kawasan Budidaya

Pasal 64

(1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
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b. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
hutan rakyat;

c. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
pertanian;

d. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
perikanan;

e. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
pertambangan;

f. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
industri;

g. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
pariwisata;

h. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
permukiman perkotaan; dan

i. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
permukiman pedesaan.

(2) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan
produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melalui program:
a. pemasangan batas luar kawasan dan blok

pemanfaatan dan blok perlindungan;
b. pembangunan infrastruktur pendukung untuk

pemanfaatan sumber daya air (pertanian,
mikrohidro, kebutuhan air bersih);

c. pembangunan fasilitas wisata alam; dan
d. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan

dan perkebunan.
(3) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan

rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melalui program:
a. pengembangan hasil hutan bukan kayu; dan
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman

obat-obatan pada lahan hutan rakyat.
(4) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan melalui program:
a. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa

dengan jaminan pasokan air yang mencukupi;
b. peningkatan produksi pertanian sawah melalui

intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat
dicapai sampai 4 (empat) ton per hektar;

c. meningkatkan pendapatan petani dengan
mengembangkan padi organik bersertifikat
sehingga sebagian hasil panen dapat dijual
dengan nilai ekonomi yang tinggi;

d. pemberian insentif berupa keringanan pajak
rjafniknoi rlrirt oi ikoi /4 i /n i-1
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e. penguatan keJembagaan petani terkait dengan
pengelolaan lahan dan air (irigasi) , pengadaan
sarana produksi, panen dan pengolahan,
termasuk pemasaran;

f. penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan
kering;

g. penetapan komoditas unggulan sesuai
karakteristik sub kawasan;

h. peningkatan produksi komoditas melalui
intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi
lahan;

i. pembangunan prasarana dan sarana pertanian,
seperti jalan produksi, peralatan budi daya dan
teknologi pengolahan;

j. penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang
potensial dan tidak berada pada kawasan
konservasi (lindung) ;

k. peningkatan produksi komoditas melalui
intensifikasi lahan;

l. pembangunan
agropolitan;

m. pengembangan sentra peternakan temak besar
(sapi dan kerbau) yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi
buatan), pembesaran, penggemukan dan
pemanfaatan daging, Rumah Potong Hewan
(RPH) ;

n. pengembangan sentra peternakan temak kecil
(kambing dan domba);

o. pengembangan sentra peternakan unggas;
p. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;
q. peningkatan pengetahuan dan keterampilan

para peternak sehingga diperoleh peningkatan
populasi dan produksi peternakan; dan

r. pengembangan pakan temak lokal dengan
mengandaikan hasil pertanian dan perikanan
lokal.

(5) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan melalui program;

a. pengembangan perikanan tangkap laut dalam di
Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan
Kualuh Hilir;

b. pengembangan sentra budi daya perikanan laut
(udang, kerapu, dan rumput laut);

c. pengembangan sentra perikanan budi daya air
tf lwar di Kerarnatan Knalnh I ^iHnno ItnaluVi

infrastruktur kawasan
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e. pengembangan industri pengolahan perikanan di
Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan
Kualuh Hilir; dan

f. peningkatan sarana prasarana pelabuhan
perikanan di Tanjung Leidong.

pemanfaatan kawasan peruntukan
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dilakukan melalui program:
a. inventarisasi sumber daya tambang, pembinaan,

dan pengawasan penambangan yang berpotensi
untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;

b. melakukan kajian daya dukung lingkungan
untuk ekploitasi bahan tambeing dan galian;

c. menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP)
yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan
(WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan
Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan
pertimbangan perlindungan lingkungan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;

d. menyusun profil potensi, prosedur dan
mekanisme perizinan serta rencana bisnis
( bussines plan) untuk masing-masing WUP, WPR
dan WPN;

e. melakukan kajian sumber daya energi altematif
yang meliputi panas bumi dan tenaga air untuk
listrik pedesaan; dan

f. melakukan promosi untuk menarik investasi
pengembangan bidang pertambangan dan
energi.

(7) Araban pemanfaatan kawasan peruntukan industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dilakukan melalui program:
a. pengembangan industri pengolahan hasil laut,

baik ikan maupun non ikan;
b. pengembangan industri pengolahan hasil kayu

dan hasil hutan tanaman industri pola hutan
tanaman rakyat;

c. pengembangan industri hasil pertanian; dan
d. pengembangan industri pengolahan hasil

perkebunan , kelapa, kelapa sawit, kakao,
pinang, dan karet.

(8) Araban pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dilakukan melalui program:
a. penataan kawasan wisata;
b. pengembangan kawasan wisata;
c. pembangunan fasilitas penuniane pariwisata:

(6) Arahan
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f. melakukan kerjasama dengan berbagai biro
perjalanan daiam upaya pemasaran
progresif ;

g. inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi
sebagai objek wisata;

h. membentuk pusat informasi par- wisata terpadu
dan sistem informasi manajemen piomosi
pariwisata Daerah; dan

i. peningkatan promosi dan investasi
kepariwisataan.

(9) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h dilakukan melalui program:
a. pemetaaan zona permukiman eksisiting dan

kawasan siap bangun;
b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan

fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing
blok;

c. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang
berada pada kawasan rawan bencana alam dan
merekomendasikan mitigasi bencana serta /atau
relokasi permukiman;

d. revitalisasi kawasan tradisional/etnis bersejarah
yaitu kawasan yang mempunyai bangunan
bersejarah yang bemilai atau bermakna penting;

e. peningkatan penyehatan lingkungan
permukiman;

f. pengembangan prasarana dan sarana kawasan
cepat tumbuh perkotaan;
identifikasi seluruh bangunan yang berada pada
kawasan aman bencana alam, namun tidak
memenuhi syarat teknis tahan gempa; dan

h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota
dengan pendekatan mitigasi bencana dan
pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba
dan lisiba) dengan rencana pembangunan
prasarana permukiman yang lebih terarah,
efektif, efisien, produktif, aman dan
berkelanjutan.

(10) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan
permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i dilakukan melalui program:
a. identifikasi kebutuhan perumahan dan

penyediaan perumahan perdesaan melalui
bantuan pemerintah dan pembangunan
perumahan swadaya;

h identifikasi kelnmnnk nermnkimart nerdesaan

yang

g-
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rumah) yang berada pada kawasan lindung,
maka direkomendasikan jalan keluamya, baik
melalui pelepasan hak hutan atau reiokasi;
identifikasi bangunan fasilitas umura dan
perumahan yang berada pada kawasan rawan
bencana dan merekomendasikan mitigasi
ataupun reiokasi terhadap bangunan tersebut;
identifikasi bangunan fasilitas umum dan
perumahan yang tidak memenuhi konstruksi
tahan gempa dan merekomendasikan rencana
penanganannya secara teknis;
klasifikasi kelompok permukiman yang berada
pada kawasan budi daya yang mempunyai akses
tinggi, sedang dan rendah;
identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana
permukiman pada masing-masing kelompok
permukiman dan merekomendasikan rencana
pembangunannya.

c.

d.

e.

f.

Bagian Keempat
Arahan Pemanfaatan Kawasan Strategis

Pasal 65

(1) Arahan pemanfaatan kawasan strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, terdiri atas:
a. perwujudan kawasan strategis untuk

kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. perwujudan kawasan strategis untuk

kepentingan sosial budaya; dan
c. perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup.

(2) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. arahan pemanfaatan rencana pengembangan

pelabuhan (Kawasan Strategis Tanjung Leidong);
b. rencana agropolitan Kecamatan Aek Kuo; dan
c. arahan pemanfaatan kawasan minapolitan.

(3) Arahan pemanfaatan rencana pengembangan
pelabuhan (Kawasan Strategis Tanjung Leidong)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan melalui program:
a. penyusunan surat usulan perubahan

penggunaan lahan dari hutan lindung menjadi
budi daya (Kawasan Strategis Tanjung Leidong);

b. Denvusunan masternlan. SID. dan DRD
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d. penyusunan rencana zonasi sub kawasan
penunjang; dan

e. penyusunan program rehabilitasi
pendukung
tangkapan air (lindung) yang saat ini mengalami
deforestasi.

(4) Arahan pemanfaatan rencana agropolitan Kecamatan
Aek Kuo sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf b
dilakukan melalui program:
a. penetapan batasan kawasan agropolitan;
b. penyusunan masterplan kawasan agropolitan;
c. penetapan sub kawasan fungsional komoditas;
d. penyusunan rencana teknis bangunan dan

infrastruktur agropolitan;
e. pemtangunan infrastruktur kawasan;
f. pembangunan pusat agropolitan (agropolis); dan
g. pembangunan prasarana dan sarana penunjang.

pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan melalui program:
a. penetapan kawasan minapolitan yang meliputi

Kecamatan Kualuh Hilir;
b. penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
c. identifikasi komoditas unggulan minapolitan;
d. penyusunan rencana rinci dan rencana aksi agro

minapolitan;
e. penyiapan program minapolitan;
f . penyiapan masyarakat;
g. pembangunan infrastruktur pendukung;
h. pendampingan dan pelaksanaan kegiatan; dan
i. pemantauan dan pengembangan.

kawasan
yang merupakan kawasan

(5) Arahan kawasan minapolitan

Pa&al 66

Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
huruf b dilakukan melalui program :
a. perawatan Mesjid Raya Sultan Kualuh Tanjung Pasir

Kecamatan Kualuh Selatan, makam penyiar agama
Islam Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong,
makam Tengku Raden Bandar Manis Kecamatan
Kualuh Hulu dan Kerajaan Poldung Kecamatan Aek
Natas;

b. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas
di sekitar lokasi Mesjid Raya Sultan Kualuh Tanjung
Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, makam penyiar
flpamfl Islam Kelana Sphafano Kpramntan ITnalnVi
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c. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan
jaian dari dan menuju lokasi Mesjid Raya Sultan
Kualuh Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan,
makam penyiar agama Islam Kelapa Sebatang
Kecamatan Kualuh Leidong, makam Tengku Raden
Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu dan Kerajaan
Poldung Kecamatan Aek Natas; dan

d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas sosial
budaya setempat.

Pasal 67

(1) Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, berupa arahan
pemanfaatan kawasan strategis lingkungan hidup.

(2) Arahan pemanfaatan kawasan strategis lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui program:
a. pelestarian sumber daya alam yang ada; dan
b. pembangunan sararia dan prasarana pendukung

pariwisata yang berwawasan lingkungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALLAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri
atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Peneî apan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf I
Umum

Pasal 69
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(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun sebagai pedoman
pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci
tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur

ruang;
ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
strategis.

(4) Peraturan ketentuan umum peraturan zonasi lebih
lanjut diatur dalam Peraturan Daerah.

pengendalian

b.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a,
terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat

kegiatan ; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana

wilayah .

Pasal 71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat
kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf
a, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem

perkotaan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem

perdesaan
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem

perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar

jaringan prasarana untuk mendukung
berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan
prasarana;

b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perkotaan
dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur;

c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan
intensitas oemanfaatan ruang agar tidak
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d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang
menyebabkan gangguan. terhadap berfungsinya
sistem perkotaan dan jaringan prasara.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar

jaringan
berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan
prasarana;
diperbolehkan peningkatan kegiatan perdesaan
dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;

c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan
intensitas pemanfaatan ruang agar tidak
mengganggu fungsi sistem perdesaan dan
jaringan prasarana; dan

d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang
menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya
sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

untuk mendukungprasarana

b.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi paaa sistem

jaringan prasarana utama; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem

jaringan prasarana lainnya.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem
jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

transportasi darat;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

perkeretaapian ; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

transportasi laut.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

jaringan jalan;
h kpfpntnnn nmnm neratnran znnnsi lintnk
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ketentuan umum peraturan zonasi untuk
jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan
jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
disusun dengan ketentuan:

c.

a. diperbolehkan pada ruas-ruas jalan utama
fasilitasmenyediakan

keselamatan , keamanan. dan kenyamanan bagi
pemakai jalan baik yang memakai kendaraan
maupun pejalan kaki;

b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruas-
ruas jalan utama sebagai tempat parkir; dan

c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruas jalan
selain untuk prasarana transportasi yang dapat
menggangu kelancaran lalu lintas.

(4} Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang

mendukung fungsi terminal; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan

kawasan sekitar teiminal.

menjaminyang

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan membangun prasarana

pendukung;
b. diperbolehkan pengembangan kawasan sekitar

jaringan pelayanan lalu lintas; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan

jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan

jalur kereta api disusun dengan intensitas
menengah hingga tinggi yang kecenderungan
pengembangan ruangnya dibatasi;

b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang
pengawasan jalur kereta api yang dapat
mengganggu kepentingan operasi dan
keselamatan transportasi perkeretaapian;

c. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan
ruane van? npka tprharlsn rlnmnak lincrb-iincro^
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d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara
jaringan jalur kereta api dan jalan; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi
jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan
dampak lingkungan dan kebutuhan
pengembangan jaringan jalur kereta api.

(7) Ketentuan uinum peraturan zonasi untuk sistem
transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat

mengganggu keselamatan dan keamanan
angkutan pelabuhan;

b. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara
bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran pelabuhan;

c. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan
yang berdampak pada keberadaan angkutan
pelabuhan;

d. pembatasan pemanfaatan perairan
berdampak pada keberadaan alur pelayaran,
termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan;

e. pembatasan pemanfaatan ruang pada baaan air
di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan
pesisir dan puiau-pulau kecil di sekitar badan
air di sepanjang alur pelayaran dilakukan
dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

yang

Pasal 74

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem
jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan energi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan telekomunikasi;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan sumber daya air; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan prasarana lingkungan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringm energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan umum neraturan zonasi untuk
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c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

jaringan pengembangan energi altematif; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa

gas bumi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan

tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk

mendukung fungsi gardu pembangkit; dan
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan gardu

pembangkit di luar kawasan perumahan yang
terbebas dari resiko keselamatan umum.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru

atau penggantian jaringan lama pada pusat
pelayanan dan pengembangan jaringan bawah
tanah;

b. diperbolehkan dengan syarat penempatan tiang
SUTET dan SUTT disusun dengan ketentuan:
1) jarak antara tiang dengan tiang pada

jaringan umum tidak mriebihi 40 (empat
puluh) meter;

2) jarak antara tiang jaringan umum dengan
tiang atap atau bagian bangunan tidak
melebihi 30 (tiga puluh) meter;

3) jarak antara tiang atap bangunan lainnya
(sebanyak-banyaknya 5 bangunan berderet)
tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;

4) jarak bebas penghantar udara dengan
benda lain yang terdekat misalnya dahan
atau daun, bagian bangunan dan lainnya
sekurang-kurangnya beijarak 0,5 (nol koma
lima) meter dari penghantar udara tersebut;
dan

5) areal konservasi di sekitar lokasi SUTET
yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada
setiap sisi tiang listrik.

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan
kegiatan di sekitar lokasi SUTT.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
pengembangan energi altematif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan
ketentuan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

PLTMH: dan



- 59 -

(6) Ketentuan uraum peraturan zonasi untuk PLTMH
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar

PLTMH;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian

di sekitar PLTMH ; dan
c. tidak diperbolehkan merusak lingkungan sekitar

PLTMH.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi

altematif biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan

energi altematif biogas di kawasan perumahan
kepadatan sedang-rendah; dan

b. tidak diperbolehkan pengembangan energi
altematif biogas di kawsan perumahan
kepadatan tinggi.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa gas
bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan

SPPBE dan SPBE;
b. diperbolehkan peningkatan kualitas jaringan

transmisi dan distribusi gas bumi secara
optimal.

c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di
sekitar jaringan pipa gas bumi yang tidak sesuai
dengan fungsinya; dan

d. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar
denganbumijaringan pipa

memperhitungkan
gas

aspek keamanan dan
keselamatan kawasan di sekitarnya.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru dan

penggantian jaringan lama;
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan

menara BTS secara terpadu dengan
memperhatikan keamanan, keselamatan umum,
dan estetika lingkungan;

c. diwajibkan memanfaatkan menara BTS secara
terpadu pada lokasi-lokasi yang telah
ditentukan ;

d. diperbolehkan dengan syarat jarajk antar tiang
telenon oada iarinean umum tidak melehihi 40
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e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di
sekitar menara telekomunikasi/menara dalam
radius bahaya keamanan dan keselamatan.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

wilayah sungai;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

jaringan irigasi;
c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air

baku untuk air minum; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

pengendalian banjir.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah

sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf
a, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan

prasarana wilayah di sekitar sungai; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan

prasarana pendukung.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan

irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b,
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mempertegas sistem jaringan

yang berfungsi sebagai jaringan primer,
sekunder, tersier, maupun kuarter;

b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan
kawasan terbangun disusun dengan ketentuan
menyediakan sempadan jaringan irigasi
sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan
kanan saluran; dan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan
prasarana pendukung irigasi sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku
untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pembangunan jaringan

perpipaan;
b. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar

jaringan;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan

prasarana wilayah di sekitar jaringan air baku;
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan

prasarana pendukung; dan
e. tidak dinerholfhkan mplalnit-an lepmaton *rar> rr
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(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) huruf d, disusun dengan ketentuan:
a. diperboiehkan dengan syarat pengembangan

prasarana pendukung di sekitar tanggul; dan
b. diperboiehkan melakukari reboisasi di sekitar

tanggul.
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan prasarana lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan persampahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

air limbah;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

drainase;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

air minum; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur

evakuasi bencana; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang

evakuasi bencana.
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (15) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. diperboiehkan mendirikan bangunan pendukung

jaringan persampahan; dan
b. diperboiehkan dengan syarat pembangunan

fasilitas pengolahan sampah.
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem air

limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf
b, disusun dengan ketentuan:
a. diperboiehkan mendirikan bangunan pendukung

jaringan pengolahan limbah; dan
b. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di

sekitar pengolahan limbah agar tetap dapat
dijaga keberlanjutannya.

(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf
c. disusun dengan ketentuan:
a. diperboiehkan kegiatan pertanian/ RTH

sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan
dan bentang alam yang akan mengganggu badan
air;

b. tidak diperboiehkan pemanfaatan ruang dan
kegiatan di sekitar sungai/ saluran utama untuk
keeriatan vans' akan mpmsat nprairan - Han
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(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem air

minum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf
d, disusun deagan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung

jaringan sumber air minum;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan

sumber air dengan rnemperhatikan kelestarian
lingkungan; dan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan
pemasangan jaringan primer, sekunder, dan
sambungan ruraah (SR).

(20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(15) huruf e, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan

jalur evakuasi bencana;
b. diperbolehkan melakukan pemasangan rambu-

rambu evakuasi bencana;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan

kawasan terbangun di sekitar jalur evakuasi
bencana; dan

d. tidak diperbolehkan melakukan pembagunan
yang berpotensi merusak jalur evakuasi
bencana.

(21) Ketentuan umum peraturan zcnasi untuk ruang
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(15) huruf f, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung

di sekitar ruang evakuasi bencana; dan
b. tidak diperbolehkan pembangunan yang

berpotensi merusak ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 75

Ketentuan umum oeraturan zonasi pola ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b,
meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

lindung; dam
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi

daya.
Pasal 76

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
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a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk
kawasan hutan lindung;

b. ketentuan umum kegiatan pada kawasan yang
memberikan perlindungan teihadap kawasan
bawahannya;

c. ketentuan umum kegiatan pada kawasan
perlindungan setempat;

d. ketentuan umum kegiatan pada kawasan suaka
alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan

e. ketentuan umum kegiatan pada kawasan rawan
bencana alam.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. diijinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak

merubah bentang alam;
b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi

mengurangi luas kawasan hutan; dan
c. pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan

dengan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(3) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan

adanya kegiatan budidaya;
b. permukiman yang sudah terbangun di dalam

kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai
kawasan lindung masih diperkenankan namun
harus memenuhi syarat tingkat kerapatan
bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan
KLB maksimum 40%);

c. perkerasan permukaan menggunakan bahan
yang memiliki daya serap air tinggi; dan

d. dalam kawasan resapan air wajib dibangun
sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang
berlaku.

kegiatan pada kawasan(4) Ketentuan
perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. tidak diijinkan kegiatan budi daya, seperti,

permukiman dan industri; dan
b. diijinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak

merubah bentang alam.

umum

(5) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan suaka
oelestarian alam dan caaar hudavnalam
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melarang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas
kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
budaya.

(6) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan rawan
bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hui*uf e, terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

kawasan rawan longsor, disusun dengan
ketentuan:
1. dilarang membangun bangunan pada di

bawah /diatas lereng dan pada lereng yang
terjal (>40%);

2. dilarang memotong tebing jalan menjadi
tegak; dan

3. kawasan dengan kemiringan diatas 40%
harus dikonservasi.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk
kawasan rawan gempa, disusun dengan
ketentuan:
1. dilarang membangun bangunan tanpa

konstruksi anti gempa;
2. boleh dilakukan kegiatan budi daya

pertanian dalam arti luas; dan
3. dilarang membangun bangunan di atas

patahan /sesar.
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

kawasan rawan banjir, disusun dengan
ketentuan:
1. dilarang membangun perumahan dan

permukiman, perumahan yang sudah ada
didorong untuk direlokasi;

2. dilarang membangun jembatan yang
mengurangi lebar palung sungai; dan

3. dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
pertanian / perikanan dengan tetap
mengantisipasi banjir bandang.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung
secara lebih rinci disajikan pada Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
huruf b, terdiri dari :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
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e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan pertahanan .

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan
pada kawasan peruntukan hutan produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :
a. dalam kawasan hutan produksi tidak

diperkenankan adanya kegiatan budi daya
kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan
slstem jaringan prasarana wilayah dan
bangunan terkait dengan pengelolaan budi daya
hutan produksi;

b. kawasan hutan produksi tidak dapat
dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar
kehutanan;

c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar
kehutanan setelah potensi hutan tersebut
dimanfaatkan dan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;

d. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan
produksi tidak diperkenankan menimbulkan
gangguan lingkungan seperti bencana alam; dan

e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi
wajib dilakukan studi kelayakan dan studi
AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi
dari lembaga yang berwenang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan

peruntukan perkebunan tanaman rakyat;
b. penggunaan kawasan peruntukan perkebunan

tanaman rakyat untuk kepentingan
pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin
pinjam pakai oleh menteri terkait dengan
memperhatikan batasan luas dan jangka waktu
tertentu serta kelestarian perkebunan/
lingkungan; dan

c. penggunaan kawasan peruntukan perkebunan
rakyat untuk kepentingan pertambangan
terbuka harus dilakukan dengan ketentuan
khusus dan secara selektif ;

d. dalam kawasan nerlmhimnn Han norUhnnan



- 66 -

tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air
dalam jumlah banyak, terutama kawasan
perkebunan yang berlokasi di daerah hulu /
kawasan resapan air;

e. bagi kawasan perkebunan besar tidak
diperkenankan merubah jenis tanaman
perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan
yang diberikan;

f. dalam kawasan perkebunan besar dan
perkebunan rakyat diperkenankan adanya
bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;

g. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi
lainnya dapat dilakukan , sepanjang sesuai dan
mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

h. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan
diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan
studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim
evaiuasi dari lembaga yang berwenang;

i. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan
dilakukan di dalam kawasan lindung; dan

j. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha
perkebunan yang mengakibatkan teijadinya
satuan usaha yang kurang dari luas minimum
(mengacu kepada peraturan menteri).

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan
pada kawasan peruntukan pertanian yang dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. pada kawasan pertanian dapat dibangun

bangunan lain namun tidak menggangu fungsi
kawasan;

b. sawah beririgasi teknis
dialihfungsikan;

c. peruntukan budi daya pertanian pangan lahan
basah dan lahan kering diperkenankan untuk
dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang
telah mempunyai ketetapan hukum;

d. Kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan
lahan basah dan lahan kering tidak
diperkenankan menggunakan lahan yang
dikelola dengan mengabaikan kelestarian
lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang
menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan. dan oeneolahan tanah VANQ HHak

tidak boleh
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e. peruntukan budi daya pertanian pangan lahan
basah dan lahan kering diperkenankan untuk
dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku,
kecuali lahan pertanian tanaman
berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang;

f. pada kawasan budi daya pertanian
diperkenankan adanya bangunan prasarana
wilayall dan bangunan yang bersifat mendukung
kegiatan pertanian;

g. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan
dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas,
penelitian dan pendidikan;

h. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus
dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;

i. kegiatan petemakan skala besar baik yang
menggunakan lahan luas ataupun teknologi
intensif harus terlebih dahulu memiliki izin
lingkungan;

j. kegiatan petemakan skala besar harus
diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga
kerja setempat;

k. kegiatan petemakan babi dikembangkan
dengan syarat jauh dari pusat kota, jauh dari
kawasan permukiman , dikandangkan (tidak
dibiarkan berkeliaran), memiliki sistem sanitasi
yang baik, memiliki sistem pengolahan air
limbah, memiliki izin lingkungan, tidak ada
pertentangan dari masyarakat setempat;

l. kegiatan petemakan walet dikembangkan
dengan syarat jauh dari pusat kota, jauh dari
kawasan permukiman, dan
lingkungan; dan

m. penanganan limbah petemakan (kotoran temak,
bangkai temak, kulit iemak, bulu unggas, dan
sebagainya} dan polusi (udara bau, dan limbah
cair) yang dihasilkan harus disusun dalam
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
dan Rencana Pengelolan Lingkungan Hidup
(RKL) yang disertakan dalam dokumen AMDAL.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d , ditetapkan sebagai berikut:
a. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi

kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang
dialihfnnpsikan -

pangan

memiliki izin
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b. kegiatan perikanan skala besar, baik yang
menggunakan lahan luas ataupun teknologi
intensif harus terlebih dahulu memiliki izin
lingkungan;

c. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit
ikan/ udang/kerang) dan polusi (udara bau) yang
dihasilkan harus disusun dalam UPL dan UKL
yang disertakan dalam dokumen AMDAL;

d. kegiatan perikanan skala besar, harus
diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga
kerja setempat;

e. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus
dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;

f. wilayah yang menghasilkan produk perikanan
yang bersifat spesifik lokasi dilindungi
kelestariannya dengan indikasi ruang; dan

g. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan
perikanan tidak produktif (tingkat produksi
rendah) menjadi peruntukan lain harus
dilakukan Lanpa mengurangi kesejahteraan
masyarakat.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

pertambangan
dikembangkan pada kawasan taman nasional,
hutan 1indung, kawasan dengan kemiringan di
atas 40% dan cagar alam/ budaya;

b. kegiatan usaha pertambangan tidak dapat
dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk
melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;

c. pada kawasan pertambangan dapat dibangun
bangunan hunian,fasilitas sosial dan ekonomi
secara terbatas dan sesuai kebutuhan;

d . kawasan pasca tambang wajib dilakukan

tidak dapatkawasana.

rehabilitasi (reklamasi dan/ revitalisasi) sehingga
dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain,
seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
kegiatan permukiman diperkenankan secara
terbatas

e.
menunjang

pertambangan dengan tetap memperhatikan
aspek-aspek keselamatan; dan
sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib
dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL
vane hasilnva disetnini f-im *»\7£» ln«5 ci Hon

untuk kegiatan

f .
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(7) Ketentuan uraum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk meningkatkan produktifitas dan

kelestarian lingkungan pengembangan kawasan
industri harus memperhatikan aspek ekologis;

b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan
berbatasan langsung dengan kawasan
permukiman;

c. pada kawasan industri diperkenankan adanya
permukiman penunjang kegiatan industri yang
dibangun sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

d. pada kawasan industri masih diperkenankan
adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

e. pengembangan kawasan industri harus
diiengkapi dengan jalur hijau ( greenbelt ) sebagai
penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana
pengolahan limbah;

f. pengembangan zona industri yang terletak pada
sepanjang jalan arteri atau kolektor harus
diiengkapi dengan jalur lambat { frontage road)
untuk kelancaran aksesibilitas; dan

g. setiap kegiatan industri harus diiengkapi dengan
upaya pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan serta dilakukan studi
AMDAL.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:
a. pada kawasan pariwisata alam tidak

diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat
menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama
yang menjadi obyek wisata alam;

b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun
permukiman dan industri yang tidak terkait
dengan kegiatan pariwisata;

c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan
adanya sarana dan prasarana yang mendukung
kegiatan pariwisata dan sistem prasarana
wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-
undanganyang berlaku;

d. pada kawasan pariwisata diperkenankan
dilakukan penelitian dan pendidikan;

e. pada kawasan pariwisata alam tidak
diDerkenankan adanva hancninan lain k^miali
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f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi

dengan upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan scrta studi
AMDAL.

(9) Ketentuan uraum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

permukimanperuntukan
diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku;
pada kawasan permukiman diperkenankan

kawasana.

b.
adanya sarana dan prasarana pendukung
fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk
teknis dan peraturan yang berlaku;
dalam kawasan permukiman
diperkenankan dibangun prasarana wilayah
sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku;
kawasan permukiman harus dilengkapi dengan
fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau

masihc.

d.

(RTH) perkotaan;
dalam kawasan permukiman masih
diperkenankan adanya kegiatan industri skala
rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi
lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
kawasan permukiman tidak diperkenankan
dibangun di dalam kawasan lindung/ konservasi
dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
dalam kawasan permukiman
diperkenankan dikembangkan kegiatan yang
mengganggu fungsi permukiman dan
kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
pengembangan kawasan permukiman harus
dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di
kawasan permukiman harus sesuai dengan
peraturan teknis dan peraturan lainnya yang
berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan
lain sebagainya); dan
pada kawasan permukiman perkotaan harus
disediakan prasarana dan sarana dasar
pendukung permukiman yang tersambung
dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah
ada.

e.

f.

tidakg-

h.

i.

J .

f 101 Ketentuan umnm nerahiran 7nnasi Ifptrintan naHa
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a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan

pembangunan untuk sarana dan prasarana
penunjang aspek pertahanan dan keamanan
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu di
dalam dan/ atau di sekitar kawasan pertahanan
dan keamanan yang dapal mengganggu fungsi
kawasan; dan

c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu
dan/atau merubah fungsi utama kawasan.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi
daya secara lebih rinci disajikan pada Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Ketentuan Perizinan

Pasal 78

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi
pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur
dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini.

(2) Ketentuan perizinan berfungsi sebagai :
a. alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk

mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
b. rujukan dalam membangun.

(3) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:
a. letentuan un.um peraturan zonasi yang sudah

ditetapkan; dan
b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan

perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(4) Lembaga yang menangani perizinan adaiah Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).

Pasal 79

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (1) di atas terdiri dari:
a. izin lokasi;
b. surat izin penambangan daerah (SIPD); dar.
c. izin peruntukan penggunaan lahan/ izin pemanfaatan

ruang (IPR); dan
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Pasal 80

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf a diberikan kepada perusahaan yang sudah
mendapat persetujuan penanaman modal untuk
memperoleh tanah yang diperlukan.

(2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
BKPRD Kabupaten.

(3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus
diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.

(4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus
diberitahukan kepada masyarakat setempat.

(5) Penolakan permohonan izin lokasi harus
diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-
alasannya.

Pasal 81

(1) Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 huruf b diberikan kepada
perurahaan yanr sudah mendapat persetujuan
penanaman modal untuk memperoleh tanah yang
diperlukan.

(2) Jangka waktu Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD)
dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang
ditetapkan oleh BKPRD Kabupaten.

(3) Permohonan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD)
yang disetujui harus diberitahukan kepada
masyarakat setempat.

(4) Penolakan permohonan Surat Izin Penambangan
Daerah (SIPD) harus diberitahukan kepada pemohon
beserta alasan-alasannya.

Pasal 82

(1) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 huruf c diberikan
berdasarkan rencana tata ruang, rencana detail tata
ruang dan/atau peraturan zonasi sebagai
persetujuan terhadap kegiatan budi daya secara rinci
yang akan dikembangkan dalam kawasan.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan
memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin
peruntukkan penggunaan tanah.

(3) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana
dirrmksuH naria nva t C~>\ 1 to in
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(4) Izin peruntukan penggunaan lahan yang tidak

diajukan perpanjangannnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.

(5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang
telah dinyatakan gugur dengan sendirinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) harus
mengajukan permohonan baru.

(6) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan
lahan permohonan diajukan secara tertulis kepada
Bupati dengan tembusan kepada BKPRD Kabupaten.

(7) Perubahan izin peruntukan penggunaan lahan yang
telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara
tertulis kepada BKPRD Kabupaten.

(8) Permohonan izin peruntukan penggunaan lahan
ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata
ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan
zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi
yang dimohon dalam keadaan sengketa.

(9) BKPRD Kabupaten dapat mencabut izin peruntukan
penggunaan lahan yang telah dikeluarkan apabila
terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pasal 83

(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 huruf d diberikan berdasarkan surat
penguasaan tanah, rencana tata ruang, rencana
detail tata ruang, peraturan zonasi dan persyaratan
teknis lainnya.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan
melaksanakan fisik haruspembangunan
mendapatkan izin mendirikan bangunan.

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik
selesai.

(4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan
pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan
bangunan akan dikenakan sanksi.

(5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati
Labuhanbatu Utara dengan tembusan kepada BKPRD
Kabupaten.

(6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah
disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis
kepada Bupati.

(7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak
aDabila tidak sesuai denean funpsi hancninan
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ditentukan atau lokasi yang dimohon daiam keadaan
sengketa.

(8) Bupati dapat meminta BKPRD Kabupaten untuk
memberikan keputusan atas permohonan izin
mendirikan bangunan dan BKPRD Kabupaten wajib
memberikan jawaban.

(9) BKPRD Kabupaten dapat mencabut izin mendirikan
bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat
penyimpangan daiam pelaksanaannya.

Pasal 84

(1) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan kepada

Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;
b. BKPRD Kabupaten mempersiapkan perencanaan

atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas
dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan
tersebut dilakukan uji publik;

d. apabila basil dengar pendapat publik berakibat
terhadap perubahan rencana, akan dilakukan
penyesuaian rencana; dan

e. setelah menerima izin lokasi, pemohon
melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten
untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
setempat.

(2) Tata cara pemberian Surat Izin Penambangan Daerah
sebagai berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan kepada

Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;
b. BKPRD Kabupaten mempersiapkan perencanaan

atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas
dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan
tersebut dilakukan uji publik;

d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat
terhadap perubahan rencana, akan dilakukan
penyesuaian rencana; dan

e. setelah menerima Surat Izin Penambangan
Daerah, pemohon melaporkannya kepada
Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan
sosialisasi kepada masyarakat setempat.

(3) Tata cara pemberian izin peruntukan penggunaan
lahar sebagai berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan kepada

Bunati denean melenekani semua nersvaratan -
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c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan

tersebut dilakukan uji publik; dan
d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat

terhadap perubahan rencana, akan dilakukan
penyesuaian rencana.

(4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan
sebagai berikut:
a. pemohon mengajukan perraohonan kepada

Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;
b. BKPRD Kabupaten mernpersiapkan perencanaan

atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas
dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan
tersebut dilakukan uji publik; dan

d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat
terhadap perubahan rencana, akan dilakukan
penyesuaian rencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian
izin diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 85

Penerbitan perizinan sebagai berikut :
a. acuan utama dalam menerbitkan perijinan adalah

dokumen RTRW Kabupaten;
b. lebih rinci lagi terkait dalam kepastian pemberian

perijinan dengan mengacu pada rencana rinci tata
ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),
Rencana Kawasan Strategis, dan sebagainya yang
lebih operasional; dan

c. jika didalam dokumen rencana tata ruang tidak
lengkap penjelasanya maka dapat mengundang
BKPRD Kabupaten untuk memberikan rekomendasi
untuk memutuskan penerbitan perijinan.

Ba <5ian Keempat
Ketentuan Pemberian Inaentif dan Disinsentif

Pasal 86

(1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan
bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian
insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Arahan insentif meliputi arahan umum insentif-
disinsentif dan arahan khusus insentif-disinsentif.

(3) Pemberian insentif dilakukan apabila pemanfaatan
ruang sesuai dengan rencana struktur ruang,
rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan
zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
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(5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentK dalam

pemanfaatan ruang Kabupaten dilakukan Pemerintah
Kabupaten kepada masyarakat (perorangan/kelompok) menurut prosedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan
pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 87

(1) Arahan umum insentif dan disinsentif berisikan
arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif
untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.

(2) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan
ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai
dengan rencana tata ruang.

(3) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan
yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya
dan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi
daya.

(4) Arahan umum pemberian insentif meliputi;
a. pemberian keringanan atau penundaan pajak ( tax

holiday) dan kemudian proses penzinan;
b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh

Pemerintah Daerah untuk memperingan biaya
investasi; dan

c. pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan
yang menimbulkan dampak positif.

(5) Arahan umum pengenaan disinsentif meliputi:
a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan

budi daya yang berlokasi di daerah yang memiliki
nilai yang ekonomi tinggi, seperti pusat kota,
kawasan komersial, dan daerah yang memiliki
tingkat kepadatan penduduk tinggi;

b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna
usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang
terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dan peraturan zonasi;

c. peniadaan sarana dan prasarana pada kawasan
yang tidak dipacu pengembangannya atau
pengembangannya dibatasi;

d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang bagi
kegiatan budi daya di dalam kawasan lindung; dan

e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena
adanya perubahan fungsi ruang kawasan budidaya
meniadi kawasan l i n H n n u
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Pasal 88

(1) Arahan khusus insentif dan disinsentif ditujukan
untuk pemberlakuan insentif dan
disinsentif secara langsung pada pemanfaatan ruang
atau kawasan tertentu.

(2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan tertentu
yang harus dilindungi fungsinya dan pengenaan
disinsentif ditujukan bagi kawasan dihindari
pemanfaatannya yang tidak sesuai, meliputi:
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau

cadangan pertanian
berkelanjutan; dan

b. kawasan rawan bencana alam.
(3) Arahan khusus pemberian insentif meliputi :

a. insentif fiskal; dan
b. insentif non-fiskai agar pemilik lahan tetap

mengusahakan kegiatan pertanian berkelanjutan
dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan.

(4) Arahan khusus pemberian insentif fiskal meliputi:
a. pengurangan atau penghapusan retribusi yang

diberlakukan di kawasan pertanian berkelanjutan
dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan; dan

b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi
Bangunan melalui mekanisme restitusi pajak oleh
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

(5) Pemberian insentif non-fiskal meliputi penyediaan
prasarana pendukung produksi dan pemasaran
produk.

(6) Arahan penggunaan disinsentif meliputi disinsentif
non-fiskal, berupa tidak diberikan sarana dan
prasarana permukiman yang memungkinkan
pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi
pemukiman atau fungsi budi daya lainnya;

(7) Arabian khusus penggunan disinsentif hanya
berlakukan melalui penggenaan disinsentif non-
fiskal, meliputi:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana

permukiman untuk mencegah perkembangan
ruang permukiman lebih lanjut;

b. penolakan pemberian prasarana dan sarana
permukiman untuk kawasan yang belum dihuni
penduduk; dan

n. npnvpHiafln

pengenaan

tanaman pangan

carnno Hon
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Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 89

(1) Penggenaan sanksi dan pidana merupakan tindakan
penertiban yang dilakukan terhadap pola ruang yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi.

(2) Sanksi administrate dan pidana dikenakan atas
pelanggaran pola ruang yang berakibat pada
terhambatnya pelaksanaan program pola ruang.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. denda administratif .

Pasal 90

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (2) , dikenakan kepada setiap orang yang melakukan
pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

SERTA KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 91

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat

penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian

nWiHatrimhul npiolrc^n ctairkvan?
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d . mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang di wilayahnya;
mengajukan tuntutan pembatalan izin dan
penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada
Pemerintah Daerah dan /atau pemegang izin apabila
kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

e.

f.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 92

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 93

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada
tahap:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengcndalian pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Perencanaan Tata Ruang

Pasal 94

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata
ruang berupa:
a. memberikan masukan mengenai:

1 noroinr*!
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3. pengidentifikasian potensi dan masaJah
pembangunan wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
dan/ atau

5. penetapan rencana tata ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam perencanaan tata ruang;

c. Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang
dapat secara aktif meli'batkan masyarakat;

(2) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan
penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang
penataan ruang, dan / atau yang kegiatan pokoknya di
bidang penataan ruang.

Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi

Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan
kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian
dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang
udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan serta memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber
daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengendallan Pemanfaatan Ruang

Pasal 96
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a. masukan terkait arahan dan /atau peratruran zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
pelaksanaan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat
yang berwenang terhadap pembangunan yang
dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masvarakat

Pasal 97

Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat
disampaikan secara langsung dan /atau tertulis, kepada:
a. Menteri/ pimpinan lembaga Pemerintah non

Kementerian terkait dengan penataan ruang;
b. Gubemur; dan
c. Bupati.

Pasal 98

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan dengan menghormati norma
agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Paragraf 1
Perencanaan Tata Ruang

Pasal 99

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata
ruang dilaksanakan dengan cara:

masukan mengenai
pengembangan, potensi dan masalah, rumusan
konsepsi/ rancangan rencana tata ruang melalui media
komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan

b. keija sama dalam perencanaan tata ruang sesnai

araha. menyampaikan
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Paragraf 2
Pemanfaatan Ruang

Pasal lOO

Tata cara peran mas3'arakat dalam pemanfaatan ruang
dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan

pemanfaatan ruang melalui media komunikasi
dan/atau forum pertemuan;

b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan; dan

d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Paragraf 3
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 101

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat
yang berwenang;

b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang;

c. melaporkan kepada instansi dan/ atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan; dan

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat
yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 102

(1) Dalam rangka koordinasi antar sektor dan penataan
ruang wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD).

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
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BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 103

(1) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang
dibentuk bersifat ad hoc.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
kawasan perkotaan dan atau pedesaan dapat
dibentuk badan atau lembaga khusus yang
menanganinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan
organisasi , dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 104

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh
kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pengaturan
musyawarah untuk mufakat lebih lanjut akan diatur
melalui Peraturan Daerah.

penyelesaian sengketa melalui

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 105

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesi, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang penataan ruang di beri wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

atau keterangan yang berkenaan dengan tindak
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b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga melakukan tindak pidana dalam bidang
penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana
dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain
serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan bahan hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
Kepolisian Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan
tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik
Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil
peny'didikan kepada penuntut umum melalui pejabat
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang
berkaitan dengan bencana alam skala besar yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan /atau Derubahan batas wilavah vans' Hitetankan
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(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan
kebijakan nasional dan strategi yang raempengaruhi
pemanfaatan ruang Kabupaten dan / atau dinamika
internal Kabupaten.

(4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perlu
segera disusun rencana detail tata ruang dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

(5) RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album
Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan
penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan
belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka;
a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan

dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan
tapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini berlaku ketentuan :

belum dilaksanakan1. untuk yang
pembangunannya , izin tersebut disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

2. untuk dilaksanakansudahyang
pembangunannya, dilakukan penyesuaian
dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk sudah dilaksanakanyang
pembangunannya dan tidak memungkinkan
untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini,
izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
Dembatalan izin tersebnt Hanat Hih<=»riL-on
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c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa
izin dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan
disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat
untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Pada kawasan hutan yang beium mendapatkan
kesepakatan, tidak dapat diterbitkan alas hak dan
perizinan apapun hingga diterbitkan penunjukan
kawasan hutan yang baru.

(4) Pada kawasan hutan yang beium mendapatkan
kesepakatan, pemanfaatannya tidak diperbolehkan
dilakukan psrluasan dan peningkatan pemanfaatan
hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan
yang baru.

(5) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan
hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan
lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan
ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan
Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Buku Materi Teknis dan Album Peta Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tahun 2015 - 2035 merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 109

Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan sebagai pedoman
pembangunan dan rujukan bagi :
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah;
b. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah;
c. perumusan kebijakan pokok pemanlaatan ruang;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan;
e. perkembangan wilayah Daerah serta keserasian antar

sektor;
f. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh

Pemerint»h’ Pemprintoh Pr-r>i7in «! DPmon T\ r»«T*r» U
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g. penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan
dasar dalam pengawasan terhadap perizir.an lokasi
pembangunan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

Peraturan Daerah denganini

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal -23 Oktober 2015

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

^7
IN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 1# Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

\A RAMBEYEDI SAM]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 5 / 2015 )
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA NOMOR 5" TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA TAHUN 2015 - 2035

I. KETENTUAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional,
wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu dan
tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah
Kabupaten , disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang
perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan
Pemerintah salah satunya adalah urusan Pemerintahan Konkuren. Yang
dimaksud dengan urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan
Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintah Konkuren yang
diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan
bahwa urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas
urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan,
selanjutnya disebutkan bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib
yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan kewajiban penataan ruang diperlukan suatu
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ) yang memiliki kekuatan
hukum , sehingga dengan dokumen RTRW dimaksud dapat menjadi
payung hukum bagi penegakan penataan ruang di Kabupaten/ Kota.
Dengan demikian tujuan utama penataan ruang yaitu untuk
menciptakan wilayah ruang yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan dapat tercapai.

Penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di
wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka
optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya Daerah
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
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sub sistem yang satu akan berpengaruh pada sub sistem yang lainnya
dan pada pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada
subsistem yang lainnya , sehingga akhimya akan mempengaruhi sistem
ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang
dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten
Labuhanbatu Utara yang memadukan berbagai kebijaksanaan
pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanuan pembangunan
di Kabupaten Labuhanbatu Utara harus sesuai dengan rencana tata
ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan
substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang disepakati.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
ayat (2)
Batas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten lain belum
merupakan batas defenitif , karena batas defenitif Kabupaten
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan
Peraturan yang berlaku .

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Menetapkan kawasan Aek Kuo sebagai kawasan agro industri;

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas .

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Sistem rencana sumber daya air berdasarkan RTR Nasional dan
RTRW Provinsi Sumatera Utara , Rencana sektoral berdasarkan
Kepmen PU No 390/ 14/ DST/ M / 2007.

Pasal 26
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Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BOD [ Biological Oxygen Demand}”
adalah kebutuhan oksigen biologis untuk memecah
(mendegradasi) bahan buangan cli dalam air limbah oleh
mikroorganisme.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “On site sanitation system” adalah
sistem yang mengolah air Umbahnya secara individu di
dalam sitenya masing-masing , misalkan dengan
menggunakan tangki septik.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Off site sanitation system” adalah

yang mengolah limbah dengan meyalurkan
melalui sewer (saluran pengumpul air limbah) lalu masuk
ke instalasi pengolahan terpusat .

sistem

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Pengembangan kawasan lindung mempedomani SK Menhut No.
SK.579 / Menhut-II / 2014 sebelum keluar kesepakatan kawasan
hutan terbaru dari Kementerian Kehutanan

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
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Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Yang dimaksud dengan Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi tanaman perkebuan yang raenghasilkan baik
bahan pangan dan bahan baku industri.

Pasal 44
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan basah” adalah lahan
persawahan yang beririgasi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah lahan
yang diperuntukan bagi tanaman lahan kering untuk tanaman
palwija, holtikultura atau tanaman pangan.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Perikanan adalah
kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa
pertambakan/ kolam , perairan darat lainnya maupun perairan laut.

Pasa! 46
Yang dimaksud dengan Kawasan Potensi Pertambangan adalah
kawasan yang mempunyai potensi diperuntukkan bagi
pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan
untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat
berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 47
Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukkan Industri adalah
kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat
pemusatan kegiatan industri. Kawasan peruntukan industri dan
pergudangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan
industri Hpmat hprlnrursnno cprara oftoicn-i J
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Pasal 48

Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan sarana prasarana yang
mendukung kegiatan pariwisata .

Pasal 49
Yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman adalah kawasan
yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk dan sarana
prasarana serta utilitas yang merupakan bagian dari kawasan
permukiman.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
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Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
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Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas .

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
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Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.
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LAMPIRAN IV

MATRIK SUSUNAN TIPIKAL INDIKASI PROGRAM UTAMA
DALAM PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PJM l PJMPJM 2
2025
203i

Urusan Pemerintahan 2020 -
2024

Sumber DanaNo Program Utama Lokasi 2017 20182016 20192015

97 8 lO 11 126541 2 3
A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

1 Perwujudan Puaat Kegiatan
1.1 Perwujudan PKL Aek Kanopan

Pekerjaan Umum;
Perencanaan Pembangunan

APBN , APBD Prov.

& Kab.
a. Penyusunan RDTRK Kawasan Perkotaan

Ibukota Kab. Labuhanbatu Utara
Ibukota Kab.
Labuhanbatu Utara

Penataan Ruang;
Perencanaan Pcmbangunan
Pekerjaan Umum. Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBN, APBD Prov.
& Kab.

b. Pengembangan dan penataan teknis Kota Aek
Kanopan

Aek Kanopan

APBN , APBD Prov .

& Kab.
c. Pembangunan perkantoran pemenntahan Kec. Kualuh Hulu

Pekerjaan Umum; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBN , APBD Prov.
& Kab.

d. Pembangunan rumah pimpinan dan wakjl
Kepala Daerah

Kec. Kualuh Uulu

1
Pekerjaan Umum; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan
PeKerjaan Umum; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBN , APBD lYov.

& Kab.
e . Pembangunan rumah pimpinan dan Anggota

DPRD
Kcc. Kuaiuh Uulu

APBN, APBD Prov.

&. Kab.
f. Pembangunan mmah dinas Sckretaris Daerah Kec. Kualuh Hulu

Peruinahan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBD Kab.g. Pembangunan perumahan PNS

Ferumahan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBD Kab.h. Pengembangan perumahan rakvat Kec. Kualuh Hulu
'

PerdaganganAPBD Kab .i. Pebangunan Pasar Aek Kanopaui
j. Pembangunan Per^uruan Tinggi (Akademi )
k. Pengembangan RSUD

Aek Kanopan
PendidikanAPBD Kab.Kec. Kualuh Hulu
KesehatanAPBD Kab.Kec. Kualuh Hulu

dmKepemudaan dan OlahragaAPBD Kab. &
APBD f rov

1. Pembangunan GedungOlah Raga dan
kesenian

Kec. Kualuh Hulu

APBD Kab Perhubungan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

m. Peningkatan terminal (tipe B) Kec. Kualuh Hulu
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Pekerjaan Umum;
Pendidikan;
Penataan Ruang;

Kec. Kualuh Hulu APBN, APBD Prov
& Kab.

n. Pengembangan SMA /SMK Negeri

SosiaJ; Penataan Ruang;
Perencanaan Pembangunan

APBD Kab.Kec. Kualuh Huluo Pengembangan Rumah Ibadah i
p. Peningkatan kapasitas PAM Pekerjaan UmumAPBN /APBD

Prov /APBD Kab.
Kec. Kualuh Hulu

Lingkungan Hidup; Pasar
dan Kebersihan;
Perencanaan Pembangunan

APBN, APBD Prov.
APBD Kab.

q. Peningkatan pengelolaan sampah dan
penyediaan TPST yang ramah lingkungan

Kec. Kualuh Hulu

'

Kec. Kualuh Hulu Perumahan; Penataan.

Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBN, APBD Prov,
APBD Kab.

r. Alokasi Iahan untuk kawasan siap bangun
(kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)

Ketenagakerjaan, Pekerjaan
Umum

APBN. APBD Prov,
APBD Kab

Kec. Kualuh Hulus. Pembangunan Balai Latihan Keija Modem

Pekerjaan Umum; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBN. APBD
Prov / APBD Kab .

Kec. Kualuh Hulut. Pembangunan jalan lingkar kota

Lingkungan Hidup,
Pekerjaan Umum

APBD Kab.Kec. Kualuh Huluu. Pembangunan hutan kota

1.2 Perwujudan PKLp Tanjung Leidong
a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan

Tanjung Leidong
Pekerjaan Umum ;
Perencanaan Pembangunan

APBN, APBD Prov.
APBD Kab.

Tanjung Leidong

t—fPerumahan; Penataan
Ruang: Perencanaan
Pembangunan

b. Pengembangan perumahan rakyat APBN , APBD Prov ,

APBD Kab.
Kec. Kualuh Leidong

.
c. Penyusunan Masterplan /SID /DED Pelabuhan Tanjung Leidong

Tanjung Leidong
d. Pembangunan /Peningkatan TP1

Penataan Ruang;
Perencanaan Pembangunan

APBN/ APBD
Prov / APBD Kab tPerdagangan: Kelautan dan

Perikanan; Penataan Ruang;
Perencanaan Pembangunan

Kec. Kualuh Leidong APBN, APBD Prov
APBD Kab.

Perencanaan Pembangunan ;
Penataan Ruang; Swasta

APBN, APBD Prov
APBD Kab.
Swasta

Kec . Kualuh Leidonge. Pembangunan Paorik Pengolahan hasil laut

—|—Perencanaan Pembangunan
;Penataan Ruang; Swasta

f. Peningkatan pusat perdagangan APBN , APBD Prov.
APBD Kab.
Swasta

Kec. Kualuh Leidong

Kelautan dan PerikananKec. Kualuh Leidong APBN , APBD Prov,
APBD Kabupaten

g. Pembangunan Litbang Kelautan
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Perhubungan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBN, APBD Prov ,

APBD Kab
Tanjung Leidongh. Pembangunan terminal (Tipe B)

.
. V,-.

Ketahanan Pangan;
Pertanian

APBN , APBD Prov,
APBD Kab.

Kec. Kualuh Leidongi. Pembangunan Lumbung Pangan

Kec. Kualuh Leidong Pertanian ; Pekerjaan UmumAPBN, APBD Prov,
APBD Kab.

j. Perbaikan daerah irigasi L ....
Dinas Pemuda, Olah raga
dan Pariwisata

APBN, APBD Prov,
APBD Kab

Kec. Kualuh Leidongk. pengembangan kawasan pantai sebagai objek
pariwisata;

APBN, APBD Prov, Pariwisata; Pekerjaan Umum
APBD Kab

Kec. Kualuh Leidong1. Pengembangan inirastruktur kawasan pantai
sebagai objek pariwisata

KesehatanAPBN , APBD Prov,
APBD Kab.

Kec. Kualuh Leidongm. Pengembangan Puskemas rawat inap Tanjung
Leidong

n. Pengembangan SMA/SMK Negeri —Pcndidikan ; Pekerjaan
Umum

Kec Kualuh Leidong APBN, APBD Prov,
APBD Kab.

1.3 Perwujudan PKLp Aek Korsik
Penataan Ruang:
Perencanaan Pembangunan

APBN, APBD Prov,
APBD Kab.

Aek Korsika. Penvusunan RDTR Kawasan Perkotaan

APBN . APBD Prov.Perumahan ; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

b. Pengembangan perumahan rakyat Aek Korsik
APBD Kab.

Perhubungan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBN. APBD Prov
APBD Kab.

Aek Korsikc. Pemb; igunan terminal tipe C

Pekerjaan Umum;
Perencanaan Pembangunan
Swasta

APBN , APBD Prov.
APBD Kab ,

Swasta

d. Peningkatan pusat perdagangan dan jasa Aek Korsik

Perhubungan ; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

APBD Kab.Aek Korsike. Pembangunan stasiun keretaapi barang

PendidikanAPBN , APBD Prov,
AI’BD Kab.

f. Pengembangan SMA /SMK Negeri Aek Korsik

g Pengembangan Puskesmas rawat inap Aek
Korsik

KesehatanAPBD Kab .Aek Korsik
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1.4 Perwujudan PPK Guoting Saga
Perdagangan; Pckejaan
Umum; Perencanaan
Pe mbangunan
Kesehatan, Pekcrjaan
Umum

APBN , APBD Prov,
APBD Kab.

a. Peningkatan pasar tradisional Gunting Saga

—APBN, APBD Prov,
APBD Kab

b. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan Kec. Kualuh Selatan s
--

Pekeijaan Umum,APBN, APBD Prov,
APBD Kab

c. Peningkatan fasilitas pelayanan permukirnan Kec. Kualuh Selatan

1.5 Perwrujudan PPK Kampung Mesjid
V 3Pertanian , SwastaAPBN, APBD Prov,

APBD Kab.
Swasta

a. Pembangunan Pengolahan Padi ( Milling Rice) Kec. Kualuh Hilir

—Pekcrjaan Umum;
Lingkungan Hidup

APBN, APBD Prov,
APBD Kab.

b. Pengendalian banjir Kec. Kualuh Hilir _
Pertanian, KetahananAPBN , APBD Prov,

APBD Kab.
Kec. Kualuh Hilirc. Pembangunan lumbung Pangan

Pangan
PendidikanAPBN, APBD Prov,

APBD Kab.
Kec. Kualuh Hilird. Pembangunan SMK Negeri

Kesehatan. Pekeijaan
Umum

APBN . APBD Prov.
APBD Kab.

e . Pengembangan Puskesmas rawat inap
Kampung Mesjid

Kec. Kualuh Hilir

Perikanan , Pekcrjaan
Umum

f. Pembangunan TP1 APBN. APBD Prov,
AJ’BD Kab.

Kampung Mesjid

PerikananAPBN, APBD Prov ,
APBD Kab.

g. Pembangunan Pabrik Pengolahan hasil laut Kec. Kualuh Hilir

1.6 Perwujudan PPK Morbau
PendidikanAPBN, APBD Prov.

APBD Kab.
a. Pengembangan SMA/SMK Negeri Kec. Marbau

Kesehatanb. Pengembangan Puskesmas rawat map
Marbau

APBN , APBD Prov,
APBD Kab.

Kec. Marbau

APBN, APBD Prov. (Pendidikan
APBD Kab.

c. Peningkatan pasar tradisional Kec. Marbau

1.7 Perwujudan PPK Kampung Pajak
Perdagangan, Perencanaan
Pembangunan

a. Pembangunan industri pengolahan kayu APBD Prov. APBD
Kab. Swasta

Kec. Na 1X-X

-APBN, APBD Prov,[Perhubungan, Pekeijaan
APBD Kab

b. Pembangunan Terminal Tipe B Kampung Pajak
Umum
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c. Pembangunan Terminal Tipe B Kampurg Pajak Perhubungan, Pekeijaan
Umum

LPBN, APBD Prov.
, PBD Kab.

d . Peningkatan pasar tradisional iPBN , APBD Prov.
LPBD Kab.
Iwasta

Kec. Na IX-X

e. Pcngembangan Pariwisata PBN, APBD Prov,
BD Kab.

wasta

Kec . Na IX - X

pw
1.8 Perwujudan PPL Sukarame

Pertanian; Pekeijaan Umuma. Pembangunan dan peningkatan jalan
produksi

.PBN, APBD Prov,
PBD Kab.

Sukarame

b. Pembangunan litbang perkebunan Pertanian , Perkebunan,
Pekerjaan Umum

.PBN, APBD Prov,
PBD Kab.

Sukarame

c. Peningkatan irigasi desa Pertanian ; Pekerjaan UmumSukarame lAPBN, APBD Prov,
IAPBD Kab.

1.9 Perwujudan PPL Londut
a . Pembangunan objek wisata .PBD Prov , APBD Pariwisata, SwastaLondut

Kab. Swasta
b. Pembangunan daerah penyangga Perkebunan , Kehutanan,

Swasta
Londut iPBN, APBD Prov.

LPBD Kab.
iwasta

1.10 Perwujudan PPL Pangkalan Lunang
a. Peningkatan irigasi desa Pertanian; Pekeijaan UmumPangkalan Lunang APBD Prov & Kab.

APBD Prov & Kab. Pertanian Pekerjaan Umumb. Pembangunan dan peningkatan jalan
produksi

Pangkalan Lunang

c. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan
jemur Padi

APBD Kab. Ketahanan Pangan;
Pertanian

Pangkalan Lunang

1.10 Perwujudan PPL Simandullang
a. Peningkatan irigasi desa Pertanian; Pekeijaan UmumAPBD Prov & Kab.Simandullang

b. Pembangunan sarana pengendalian banjir Simandullang APBD Prov fit Kab Pekerjaan Umum

1.11 Perwujudan PPL Kuala Bangka
a. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra

Perikanan
Kelautan dan PerikananKuala Bangka A PBN , APBD Prov ,

So Kab. &M-Kuala Bangkab. Peningkatan irigasi APBN, APBD Prov,
8t Kab.

Pertanian ; Pekerjaan Umum



- 105 -
9 i 10 Is42 31 76 8 11 | 12

M '7c. Pernbangunan jembatan Sungai Kualuh Pekeijaan UmumKuaia Bangka APBN, APBD Prov,
Bs Kab.

d. Pernbangunan small miling rice Pertaman dan SwastaKuala Bangka .PBN, APBD Prov,
j Kab. Swasta

1.12 Pemrujudan PPL Teluk Binjai
a. Peningkatan irigasi Pertanian; Pekeijaan UmumTeluk Binjai APBN, APBD Prov ,

& Kab.
APBN , APBD Prov ,
8G Kab. Swasta

I ,';

Teluk Binjaib. Pernbangunan Fasilitas penunjang Sentra
Petemakan Temak Unggas

Ketahanan pangan;
Petemakan, Perdagangan

1.13 Perwujudan PPL Padang Maninjau

a. Pernbangunan Gudang Pengumpui Pertanian , PerdaganganPadang Maninjau APBN, APBD Prov,
Kab. Swasta

b. Pernbangunan fasilitas penunjang sentra
petemakan

Padang Maninjau PetemakanAPBN, APBD Prov,
&. Kab . Swasta

c. Pernbangunan jalan produksi perkebunan Perkebunan. Perencanaan
Pernbangunan; Swasta

Padang Maninjau APBD Prov. 86
Kab , Swasta

Padang Maninjaud. Pernbangunan sub terminal agribisnis APBN, APBD Prov
APBD Kab.
Swasta

Pcrhubungan, Perencanaan
Pernbangunan,

1.14 Perwujudan PPL Sidomulyo
Perkebunan, Pekeijaan
Umum , Swasta

a. Pernbangunan jalan produksi perkebunan Sidomulyo APBN. APBD Prov,

ft- Kab, Swasta.

b. Pernbangunan gudang pengumpui dan lahan
jemur kopi

Perkebunan, Pertanian,
Perencanaan Pernbangunan ;
Swasta

APBD Prov , 86
Kab, Swasta

Sidomulyo

c. Pernbangunan fasilitas penunjang sentra
petemakan

d. Pernbangunan fasilitas dan utiiitas penunjang
kegiatan pertanian

1.15 Perwujudan PPL Bandar Selamat

Pertanian . Petemakan.
Swrasta

Sidomulyo APBN, APBD Prov.
& Kab. Swasta

Sidomulyo APBN, APBD Prov ,
8s Kab.

Pertanian

APBN , APBD Prov,
S6 Kab, Swasta.

a. Pernbangunan dan Peningkatan jalan
produksi

Perkebunan, Pertanian,
Swasta

Bandar Selamat
-b. Pernbangunan fasilitas penunjang sentra

petemakan
Perkebunan , Pertanian ,
Swasta

Bandar Selamat APBN , APBD Prov ,

86 Kab, Swasta. -c. Pernbangunan prasarana penunjang usaha
perkebunan

Perkebunan , SwastaBandar Selamat APBN , APBD Prov ,
86 Kab , Swasta.

£
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|1•16 Perwujudan PPL Simonis
Perkebunan, Swasta'APBN , APBD Prov,

Kab, Swasta .
a. Pembangunan prasarana penunjang usaha

perkebunan
b. Pembangunan objek wisata

Simonis

Pariwisata, SwastaAPBD Prov, &
Kab, Swasta .

Simoms
an Ktoisiki

Perkebunan , Kehutanan,
Pertanian Swasta

c. Pembangunan daerah penyanggah APBN, APBD Prov,
& Kab , Swasta.

Simonis
>-/ -

1.17 Perwujudan PPL Pulo Bargot
APBN , APBD Prov,|Pertemakan , Pertanian,
&. Kab , Swasta .

a. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra
Petemakan Ternak Unggas

Pulo Bargot
iwasta

’erkebunan, Pertanian,
’erencanaan Pembangunan
iwasta

b. Pembangunan gudang pengumpui PuloBargot APBD Prov, &
Kab, Swasta

APBN, APBD Prov,[Perkebunan , Pekeijaan
&. Kab , Swasta.

c. Pembangunan jalan produksi perkebunan Pulo Bargot
[mum, Swasta

1- 3 3 Perwujudan PPL Babussalam
APBN , APBD Prov,

SL. Kab, Swasta.
a Pembangunan dan peningkatan jalan

produksi
Perkebunan , Pekerjaan
Umum , Swasta

Babussalam

Perkebunan , Pertanian,
Swasta

b. Pembangunan prasarana penunjang usaha
perkebunan

APBN, APBD Prov.
& Kab , Swasta.

Babussalam

o
Perwujudan Sistem Prasarana

2.1 Transportasi
A.. Transportasi Darat

APBN, AI’BD Prov
& Kab .

Perhubungan; Pekerjaan
Umum
Perhubungan; Pekerjaan
Umum ; Swasta

a. Pcrbaikan dan peningkatan terminal Aek
Kano pan|tipe B )

b. Pembangunan terminal ( tipe C) di Aek Korsik lAek Korsik
(PKLp) !

c. Pembangunan Jalan Ring road Aek Knnopan (Kab. Lobuhanbatu
tara

iek Kanopan

APBN. APBD Prov
Sr. Kab. Swasta

Pekerjaan Umum;
Perencanaan Pembangunan

AI’BN / APBD
Prov / APBD kab.- Kab. Asahan

d . Peningkatan /rehabijjtasi /pemeliharaan ,alan Kab. Labuhanbatu
arteri pnmer (Jaian Lmtas Sumatera)

Pekerjaan UmumAPBN /APBD
Prov / APBD Kab.' tara

e . Pembangunan /peningkatan / rehabilitasi
pemeliharaan jalan kolektor primer dan
lingkungan primer, seperti ruas jalan:

Pekerjaan Umum;
Perencanaan Pembangunan

|Kab. Labuhanbatu
lUtara

APBN /APBD
Prov/APBD Kab ——-Pekerjaan UmumV Ruas-ruas Jalan Kabupaten (lokaJ dan

lingkungan primer)
APBN / APBD
lA-ov /APBO Kal

Kab. Labuhanbatu
Utara

4
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> Ruas jalan yang menghubungkan PKL ke

PKLp, dengan dan antar PPK dan PPL
(ko)ektor, iokal dan lingkungan )

Kab. Labuhanbatu
Utara FBN /APBD

ov/APBD Kab.
Pekeijaan Umum

B. Transportasi Laut
a. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan

Regional Tanjung Leidong
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Swasta

Perhubungan; Perencanaan
Pembangunan; Swasta

Tanjung Leidong

b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan
Regional Kualabangka

APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Swasta

Perhubungan; Perencanaan
Pembangunan; Swasta

Kuala Bangka

c. Pembangunan / penmgkatan / pemeliharaan Tanjung Leidong
dermaga angkutan sungai dan penveberangan

APBN, APBD Prov,
APBD Kab.Swasta

Pekerjaan Umum;
Perencanaan Pembangunan
Swasta

2.2 Sistem Jaringan Prasarana Energi
Energi dan Sumberdaya
Mineral; Pekeijaan Umum

a. Optimalisasi PLTD yang ada Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov. /APBD Kab.

Energi dan Sumberdaya
Mineral ; Pekerjaan Umum

b. Pcningkatan pasokan daya listrik yang
bersumber dari energi terbarukan untuk
memenuhi kebutuhan listrik perdesaan

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN /APBD
Prov. / APBD Kab

c. Pembangunan jaringan transmisi dan
distribusi listrik sampai tingkat desa,
terutama daerah objek wisata

APBN/APBD
Prov. /APBD Kab.

Energi dan Sumberdaya
Mineral; Pekerjaan Umum

Kab. Labuhanbatu
Utara

Energi dan Sumberdaya
Mineral ; Pekerjaan Umum

d. Pengcmbangan dan optimalisasi pemanfaatan
PLTMH berbasis masyarakat

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov. / APBD Kab.

e. Pengcmbangan sumber energi altemati)
seperti tenaga surya, gelombang laut dan
tenaga angin sesuai dengan potensi setempat.

2.3 Sistem Jaringan Prasar&na
Telekomunikasi

APBN /APBD
Prov. /APBD Kab.

Energi dan Sumberdaya
Mineral; Pekeijaan Umuin

Kab. Labuhanbatu
Utara

Kab. Labuhanbatu
Utara

a. Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan
telekomunikasi operator swasta/ BUMN

BUMN /Swasta Penataan Ruang;
Perencanaan Pern bangunsin
; BUMN; Swasta

b. Penataan dan efisiensi penempataan BTS APBD / BUMN/Sw
asta

Penataan Ruang;
Perencanaan Pembangunan
; BUMN; Swasta
Perencanaan Pembangunan
; Penataan Ruang; BUMN;
Swasta

Kab. Labuhanbatu
Utara

c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
untuk operasionalisasi kegiatan
pemerintahaan dan usaha penduduk

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD/BUMN /
Swasta
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1.4 Slstem J&ringan Prasurana Sumter Daya

Air
a. Konservasi sumber daya air dilakukan

melaJui kegiatan periindungan dan
pelestanan sumber air, pengawetan air,
pengelolaan kualitas air , dan pencegahan
pencemaran air.

b. Pendayagunaan sumber daya air melalui
pengembangan jaringan irigasi pada seluruh
wilayah kecamatan yang memiliki lahan
pertanian lahan basah dan pemanfaatan
untuk air minura ( PDAM) khususnya untuk
kawasan perkotaan.

Kab. Labuhanbatu
Utara

Lingkungan HidupAPBD Kab

2
Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kab Pertanian; Pekeijaan Umum
I I

•2

c. Pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan pengembangan prasarana
pengendalian banjir serta pengamanan
pantai.

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kab. Pekerjaan Umum;
Lingkungan Hidup

d. Sistem pengamanan pantai melalui
pendekatan stniktur dan non struktur;

Pesisir pantai APBD Kab Pekeijaan Umum;
Lingkungan Hidup —e. Pendayagunaan ekosistem rawa dengan

pemanfaatan lingkungan , keseimbangan
ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian
pada rawa dengan kfdaJaman kurang dari 3
meter

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kab. Lingkungan Hidup;
Pertanian

B Perwujudan Pola Ruang
1 Perwujudan Kawasan Lindung

1.1 Perwujudan Hutan Lindung

'a Idenlifikasi dan pemetaan kerusakan hutan
lindung

Kab. Labuhanbatu
Utara

PHD Kab. Kehutr.non ; Penatonn
Ruang; Perenranaan
Pembangunan

b. Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang
pada kawasan hutan lindung

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kab. Kehutanan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan
Kehutanan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan

c. Penyusunan program rehabilitasi hutan
lindung

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kab

d. Penguatan program rehabilitasi hutan
I’ndung berbasis masyarakat

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kab. Kehutanan; Penataan
Ruang; Perencanaan
Pembangunan
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APBN /APBD
Prcv/APBD Kab.

Kehutanan; Penataan
Ruang; Percncanaan
Pembangunan

Kab. Labuhanbatu
Utara

e. Rehabilitasi kawasan hutan Lindung

—BKPRD; YudrkatifAPBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara
Kab. Labuhanbatu
Utara

f. Penegakan hukura pcmberantasan
pembalakan liar ( illegal logging

g. Pencrapan pola insentif dan disinsentif dalam
pengelolaan hutan lindung

h. Pengawasan / pmgamanan kawasan hutan
lindung Prioritasi penanganan kawasan
hutan yang rusak sesuaj tingkat kerusakan
dan dampaknva.

i. Penggalangan keijasama dengan berbagaiKab. Labuhanbatu
pihak dalam dan luar negeri untuk Utara
rehabilitasi kawasan yang rusak

j. Pengembangan program pada hutan lindung Kab. Labuhanbatu
Utara

rr .
Kehutanan; PerenCanaan
Pembangunan

APBN / APBD
Prov /APBD Kab. IWi— —BKPRD ; Yudikati)APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

I *S«:—APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

BKPRD
M3

Kehutanan; Penataan
Ruang; Pcrencanaan
Pembangunan

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

Kehutanan; Penataan
Ruang; Percncanaan
Pembangunan

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

k. Pengadaan bibit dan penanaman lahan pada
kawasan prioritas

1.2 Pengelolaan kawasan yang memberlkan
perlindungan kawasan bawahannya

BKPRDAPBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kabupaten
Labuhanbatu Utara

a. Penetapan kawasan dengan kemiringan
diatas 40% sebagai kawasan lindung

BKPRDKab. Labuhanbatu
Utara

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

b. Identifikasi kawasan lindung menjadi lahan
sangat kritis, kritis dan tidak kritis

1.3 Pengelolaan kawasan perlindungan
setempat

a. Menjaga serapadan pantai untuk inelindungiKab. Labuhanbatu
pantai dan kegiatan yang mengganggu Utara
kelestarian fungsi pantai

b. Menjaga sempadan sungai dan kondisi fisikKab. Labuhanbatu
pinggir dan dasar sungai serta mengamankanUtara
aliran sungai

Kehutanan; Lingkungan
Hidup

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kehutanan; Lingkungan
Hidup

APBN / APBD
Prov /APBD Kab.

1.4 Pengelolaan kawasan suaka alam,
pelestarian alam dan cagaax budaya

BKPRD, Kehutanan , Swastaa. Identifikasi, penetapan dan pemantapan
kawasan suaka alam , pelestarian alar., dan
cagar alam laut

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN /APBD
Prov. /APBD Kab. /
Swasta
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b. Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan
menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan
tidak kritis

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov /APBD Kab. /
Swasta

BKPRD, Kehutanan dan
BLH , Swasta

1.5 Pengelolaan kawasan rawan bencana tl»m
a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan

bcncana alam
BKPRD, BPBDKab. Labuhanbatu

Utara
APBN/APBD
iProv /APBD Kab

Kab.Labuhanbatu
Utara

APBN /APBD
Prov/APBD Kab.

b. Melakukan sosialisasi bencana alam geologi
pada masyarakat, terutama masyarakat yang
berada daerab rawan gempa bumi, gerakan
tanah, zona patahan /sesar dan rawan
tsunami

Penataan Ruang;
Perencanaan Pembangunan

- - t '

2 Perwujudan Kawasan Budidaya
1.1 Perwujudan Hutan Produksi Terbatas

a. Fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan
HTR / HD

KehutananKab. Labuhanbatu
Utara

APBN / APBD
Prov /APBD Kab.

b. Pemasangan batas luar kawasan dan biok
pemanfaatan dan blok perlindungan .

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

KehutananKab. labuhanbatu
Utara

Pekeijaan Urn u inv . Pembangunan infrastruktur pendukving
untuk pemanfaatan sumbcr daya air
Ipcrtanian , mikrohidro, kebutuhan airbersih )

APBN/ APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

d. Pembangunan fasilitas wisata alam PariwisataKab. Labuhanbatu
Utara

APBD Prov & Kab

e. Fasilitasi pemasaran hasil produksi
kehutanan dan perkebunan

1.2 Perwujudan Hutan Rakyat

APBN /APBD
Prov /APBD Kab..

PerdaganganKab. Labuhanbatu
Utara

Kehutanana. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

1 17 Pcngemhctngan tanaman hutan / tanaman
obat-obatan pada lahan hutan rakyat.

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

KehutananKab. Labuhanbatu
Utara

1.3 Perwujudan Kawasan Pertanian
a. Peningkatan pelayanan ihgasi teknis/desa

dengan jaminan pasokan air yang
mencukupi.

Perumian ; Pekerjaan UraumKab. Labuhanbatu
Utara

APBN /APBD
Prov/APBD Kab. m—b. Peningkatan produksi pertanian sawah

melalui intensiflkasi lahan sehingga hasil
panen dapat dicapai lebih dari 4,2 ton /ha,

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

Pertanian

m
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PertanianKab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

c. Meningkatkan pendapatan petani dengan
mengcmbangkan padi organik bersertifikat
sehingga hasit panen dapat dijual dengan
nilai ekonomi yang tinggi,

BKPRDKab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

d. Insentif (keringanan pajak /netribusi dan
subsidi) guna meningkatkan produktivitas
lahan dan kincrja petani ,

APBN / APBD
Prov/APBD Kab.

Pertanian; Penataan Ruang;
Perencanaan Pembangunan

Kab. Labuhanbatu
Utara

e. Penguatan kelembagaan petani terkait
dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi ) ,
pengadaan sarana produksi, panen dan
pengolahan.termasuk pemasaran.

APBN/APBD
Prov/APBD Kab.

BKPRDKab. Labuhanbatuf. Penetapan kawasan dan sentra pertanian
lahan kering Utara

BKPRDKab. Labuhanbatu APBD Kabg. Penetapan komoditas unggulan sesuai
karaktenstik sub kawasan

h. Peningkatan produksi komoditas melalui
mtensifikasi lahan , ekstensifikasi dan
optimasi lahan.

Utara
APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

PertanianKab. Labuhanbatu
Utara

Pertanian , Pekerjaan UmumAPBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

i. Pembangunan prasarana dim sarana
pertanian. sepertijalan produksi , peralatan
budi daya dan teknologi pengolahan

1.4 Perwujudan Kawasan Perkebunan
a. Penetapan ( delirieosi} kawasan perkebunan

yang potensial dan tidak berada pada
kawasan konservasi (lindung).

b. Peningkatan produksi komoditas melalui
intensifikasi lahan.

KehutananKab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

Pertanian; KehutananAPBN /APBD
Prov/APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

Pekerjaan UmumAPBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

c. Pembangunan infrastruktur kawasan
agropolitan

1.5 Perwujudan Kawasan Peternakan
Ketahanan Pangan ;
Peternakan ; Swasta

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.
Swasta

Kcc. Aek Kuoa. Pengembangan sentra peternakan ternak
besar (sapi dan kerbau ) yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana reproduksi
( inseminasi buatan) , pembesaran,
penggemukan dan pemanfaatan daging ( RPH)

Peternakan; Ketahanan
Pangan

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

b. Pengembangai . sentra peternakan temak
kccil (kambing &. dombal.

Kab. Labuhanbatu
Utara

Peternakan; Ketahanan
Pangan

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

c. Pengembangan sentra peternakan unggas.
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Peternakan; Ketahanan
Pangan

APBN / APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

d. Pengembangan kawasan agribisnis
peternakan

Peternakan . Ketahanan
Pangan

APBN / APBD
Prov/APBD Kab.

e Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
para petemak sehingga diperoleh
peningkatan populasi dan produksi
peternakan

Kab. Labuhanbatu
Utara J

Peternakan; Ketahanan
Pangan

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

f. Pengembangan pakan temak Iokal dengan Kab Labuhanbatu
mengandalkan hasil pertanian dan perikanan Utara
lokaJ.

1.6 Perwujudan Kawasan Perikanan
Kelautan dan PerikananAPBN/APBD

Prov /APBp Kab.
Kec. Kualuh Lcidonga. Pengembangan perikanan tangkap laut dalam

di Kecamatan Kualuh Leidong
Kelautan dan PerikananAPBN/APBD

Prov /APBD Kab.
Kec. Kualuh Leidongb. Pengembangan sentra budi daya perikanan

laut (udang, kerapu , dan rumput laut ) di
Kelautan dan PerikananAPBN /APBD

Prov /APBD Kab.
Kec.Kualuh Hilirc. Pengembangan sentra budi daya perikanan

air tawar
Kelautan dan PerikananAPBN/APBD

Prov /APBD Kab.
d. Pengembangan kegiatan minapolitan,

terutama di Kecamatan Kualuh Hilir
Kec.Kualuh Hilir

^APBN/APBD Perdagangan
Prov /AP3D Kab.

Kec. Kualuh Leidonge. Pengembangan industri pengolahan
perikanan di Kualuh leidong

Kelautan dan PerikananAPBN /APBD
Prov/APBD Kab.

f. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan
perikanan di Tanjung Leidong

Kec. Kualuh Leidong

1.7 Perwujudan Kawasan Pertambangan
Energi dan Sumbcrdaya
Mineral

APBD Kab .Kab. Labuhanbatu
Utara

a. Inventarisasi sumberdaya mineraJ .
pembinaan , dan pengawasan bidang
pertambangan dan galian Golongan A. B. dan
C. serta air bawah tanah , yang berpotensi
untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi.

Energi dan Sumberdaya
Mineral

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan
untuk ekploitasi bahan tambang dan galian

BKPRD; Energi dan Sumber
daya MineraJ

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

c. Menetapkan satuan wilavah Pertambangan
(WP) yang meliputi Wilayah Usaha
Pertambangan (WUP|, Wilayah Pertambangan
Rakyat|WPR) dan Wilayah Pertambangan
Negara (WPN) dengan pertimbangan
perlindungan lingkungan dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat iokal.
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1.8 Perwujudan Kawasan Industri

a. Pengembangan industri pengolahan hasil
laut, baik ikan maupun non lkan

Kelautan dan Perikanan;
Perdagangan; Penanaman
Modal; Usaha Kecil dan
Menengah ; Swasta

Kec. Kualuh Leidong APBN/APBD
Prov/APBD
Kab.Swasta

-Kab. Labuhanbatu
Utara

BKPRD, Energi dan Sumber
daya Mineral

APBN/APBD
Prov/APBD Kab.

d. Mcnyusun profil potensi, prosedur dan
rnekanisme perizinan serta rencana bisnis
( bussines plan) untuk WUP, WPR, WPN.

e. Melakukan kajian sumber daya energi
altematif yang meliputi panas bumi dan
tenaga air, listrik pedesaan.

f. Melakukan promosi untuk menarik investasi
pengembangan bidang pertambangan dan
energi

b. Pengembangan industri per.golahan hasil
kayu dan hasil hutan tanaman industri pola
hutan tanaman rakyat

Energi dan Sumber daya
Mineral

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov/APBD Kab.

*

Energi dan Sumber daya
Mineral

APBN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

Kehutanan; Perdagangan ;
Penanaman Modal; Usaha
Kecii dan Menengah

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov /APBD Kab.
Swasta

Pertanian ; Perdagangan;
Penanaman Modal; Usaha
Kecil dan Menengah

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBN/APBD
Prov/APBD Kab.

c. Pengembangan industri hasil pertanian

Kehutanan; Perdagangan;
Prov /APBD Kab. Penanaman Modal; Usaha

Kecil dan Menengah

d. Pengembangan industn pengolahan hasil
perkebunan , kelapa, Kelapa sawit , kakao,
Pinang, dan Karet.

JKab. labuhanbatu JAPBN/APBD
Utara

1.9 Perwujudan Kawasan Pariwisata

Penataan Huang;
Perencanaan Pembangunan

Desa Batu Tunggai ,
Kel. Aek Kota Batu ,
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin
Desa Batu Tunggai ,
Kel. Aek Kota Batu
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin

APBD Kab.a. penataan Kawasan.

Pariwisatab. Pengembangan kawasan wisata APBD Kab .

Pariwisatac. Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata APBD KabDesa Batu Tunggai ,
Kel . Aek Kota Batu ,
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin



- 114 -
5 6 7 8 91 4 10 121 132

PariwisataAPBD Kab.d. Peinantapan jalur dan areal wisata alaxn Desa Batu Tunggai ,
Kel Aek Kota Batu ,
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin

PariwisataKab. Labuhanbatu APBD Kab.e. Promosi dan pemasaran
Utara

Pariwisataf Melakukan keijasama dengan berbagai biro
perjalanan daJam upaya pemasaran yang
progrcsif.

APBD Kab .Desa Batu Tunggai,
Kel . Aek Kota Batu ,
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin —PariwisataAPBD Kab.g. Inventarisasi sumber daya alam yang

berpotensi sebagai objck wisata.
Desa Batu Tunggai ,
Kel . Aek Kota Batu ,
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin

1

h. Membentuk pusat informasi pariwisata
terpadu dan sistem inlbrmasi manajemen
promosi pariwisata daerah .

PariwisataAPBD Kab.Desa Batu Tunggai ,
Kel . Aek Kota Batu ,
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin

PariwisataDesa Batu Tunggai,
Kel. Aek Kota Batu ,
Desa Bandar Lama
Desa Kuala Beringin

i. Peningkatan promosi dan investasi
kepariwisataan.

APBD Kab .

1.10 Perwujudstn Kawasan Permukiman
A. Permukiman Perkotaan
a. Pemetaaan zona permukiman eksisiting dan

kawasan siap bangun
PerumahanAPBD Kab.Kab. Labuhanbatu

Utara
Perumahanb. Identifikasi kelengkapan dan cakupan

layanan Iasi litas dan utilitas utama pada
masing-masing blok

APBD Kab.Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kab. Perumahan; Penataan
Ruang: Perencanaan
Pembangunan

c. Identifikasi lokasi kelompok permukiman
yang berada pada kawasan rawan bencana
alam dan merekomendasik.in

Kab. Labuhanbatu
Utara

mitigasinya / relokasi.
d. Revitalisasi kawasan tradisional /etnis/

bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai
bangunan bersejarah yang bemilai atau
bermakna penting

Panwisata; Perumahan;
Pekerjaan Uinum

Kab. Labunanbatu
Utara

APBDN / APBD
Prov /APBD Kab.

Perumahane. Peningkatan penyehatan lingkungan
permukiman.

AT3DN /APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara
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Pekerjaan Umumf. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan
cepat tumbuh pcrkotaan ,

APBDN/APBD
Prov /APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

Penataan Ruang; BKPRDg. Identiilkasi seluruh bangunan yang berada
pada kawasan aman bencana alam, namun
tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa

APBDN /APBD
Prov/APBD Kab.

Kab. Labuhanbatu
Utara

Pekeijaan Umum;
Penataan ruang;
Percncanaan
Pembangunan

h. Penyusunan rencana teknis tata ruang kota
dengan pendekatan mitigasi bencana dan
pencadangan kawasan permukiman baru
( kasiba dan lisiba) dengan rencana
pembangunan prasarana permukiman yang
lebih terarah, efekbf, efisien, produktif , aman
dan berkelanjutan

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBD Kabupaten

B. Permukiman Perdesaan
a. Identifikasi kebutuhan perumahan dan

penyediaan perumahan perdesaan melalui
bantuan pemerintah dan pembangunan
perumahan swadava.

APBDN/ APBD
Prov/APBD Kab.

PerumahanKab. Labuhanbatu
Utara

Perumahanb Identifikasi keiompok permukiman perdesaan
yang berada pada kawasan lindung dan budi
dava. Bila terdapat permukiman ( keiompok
rumah) yang bcrada pada kawasan lindung,
maka direkomendasikan jaian keluamya, baik
melalui pelepasan hak nutan atau relokasi.

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBDN/APBD
Prov /APBD Kab.

c. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan
perumahan yang berada pada kawasan rawan
bencana dan merekomendasikan mitigasi
ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut.

d. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan
perumahan yang tidak memenuhi konstruksi
tahan gempa dan merekomendasikan rencana
penanganannya secara teknis

Penataan Ruang:
Perumahan: BKPRD

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBDN/APBD
Prov /APBD Kab.

Perumahan ; Pekeijaan
Umum

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBDN /APBD
Prov /APBD Kab.

e. Klasifikasi keiompok permukiman yang berada
pada kawasan budi daya yang rnempunyaj
akses tinggi, sedang dan rendah.

Perumahankabupaten
Labuhanbatu Utara

APBDN/APBD
Prov /APBD Kab.

f. Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana
permukiman pada masing-masing keiompok
permukiman dan rekomendasikan rencana
pembangunannya.

Perumahan; Pekerjaan
Umum

Kab. Labuhanbatu
Utara

APBDN/APBD
Prov /APBD Kab.
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C Perwujudan Kawasan Strategic
1.1 Kawasan Rencana pengembangon Pelabuhan (Kawasan Strategis Tanjungleidong);

a. Penetapan batas kawasan strategis Tanjung
Leidong

Penataan Ruang; BKPRDKec. Kualuh Leidong APBD Kab

Kec . Kualuh Leidong APBD Kab.b. Penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub
kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub
kawasan pendukung.

Penataan Ruang: BKPRJD

c. Penyusunan surat usulan perubahan
penggunaan lahan dari Hutan Lindung menjacU
budi daya (Kawasan strategis Tanjung Leidong)

Kehutanan ; BKPRDKec. Kualuh Leidong APBD Kab .

d. Penyusunan masterplan, SID, dan DED
Pelabuhan Laut Tanjung Leidong

Penataan Ruang;
Perencanaan
Pembangunan;
Perhubungan

Kec. Kualuh Leidong APBN/APBD
Prov /APBD Kab mm

Perumahan; Pekerjaan
Umum ; Penataan Ruang;
Perencanaan

e Penyusunan RTBI. sub kawasan inti APBN /APBD KabKec. Kualuh Leidong

Pembangunan
f. Penyusunan rencana zonasi sub kawasan

penunjang
APBD Kab. Pekerjaan Umum;

Penataan Ruang;
Perencanaan
Pembangunan

Kec. Kualuh Leidong

g Pen3’usunan program rehabilitasi kawasan
pendukung yang merupakan kawasan
langkapan air (lindung) yang saat ini
mengalami dejorestasi.

APBD Kab. Penataan Ruang;
Lingkungan Hidup

Kec Kualuh Leidong

1.2 Kawasan Rencana Agropolitan Kecamatan Aek Kuo;
a. Penetapan batasan kawasan Agropolitan Penataan Ruang;

Perencanaan
Kec.Aek Korsik APBD Kab.

Pembangunan
b. Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Penataan Ruang;

BKPRD
Kec.Aek Korsik APBD Kab.

c. Penetapan sub kawasan fungsional komoditas Penataan Ruang; BKPRDKec Aek Korsik APBD Kab.

F:

litd. Penyusunan rencana teknis bangunan dan
infrastruktur Agropolitan

Pekerjaan Umum ; BKPRDAPBN / APBD Kab.Kec.Aek Korsik

e. Pembangunan infrastruktur kawasan Pekerjaan Umum n~FAPBN /APBD KabKec.Aek Korsik
f. Pembangunan pusat Agropolitan (Agropolis) APBN/APBD Kab. Pekerjaan Umum;

BKPRD
Kec.Aek Korsik
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APBN /APBD Kab. Pekerjaan Uraumg. Pembangunan prasarana dan sarana
penunjang

Kec.Aek Korsik

1.3 Perwujudan Kaw&san Stratcgis Sosial dan Budaya

Parivvisata: Pekeijaan
Umum

APBN/APBD
Prov /APBD Kab

a. Perawatan Masjid Raya Saltan Kualuh Tanjung
pasir Kcc. Kualuh Selatan , makam penyiar
agama Islam Kelapa Sebatang Kec. Kualuh
Leidong, makam Tengku Raden Bandar Man is
Kec. Kualuh Hulu dan Kerajaan Poklung Kec.
Aek Natas

Kec, Kualuh Selatan,
Kec. Kualuh Leidong,
Kec. Kualuh Hulu ,
Kec. Aek Natas

b. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan
utilitas di sekitar lokasi Masjid Raya Sultan
Kualuh Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan,
makam penyiar agama islam Kelapa Sebatang
Kec. Kualuh Leidong, makam Tengku Raden
Bandar Mams Kec. Kualuh Hulu dan Kerajaan
Poldung Kec. Aek Natas

Pariwisata; Pekerjaan
Umum

APBN/APBD
Prov/APBD Kab

Kec, Kualuh Selatan,
Kec. Kualuh Leidong,
Kec. Kualuh Hulu ,
Kec. Aek Natas

—Pamvisatr.: Pekerjaan
Umum

c. Pembangunan dan peningkatan pelayanan
jaringan jalan dari dan menuju Masjid Raya
Sultan Kualuh Tanjung Pasir Kec. Kualuh
Selatan , makam penyiar agama islam Kelapa
Sebatang Kec Kualuh leidong, makam Tengku
Raden Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu dan
Kerajaan Poldung Kec. Aek Natas

Kec, Kualuh Selatan ,
Kec. Kualuh Leidong ,

Kec. Kualuh Hulu .
Kec. Aek Natas

APBN /APBD
Prov /APBD Kab

14 Perwujudan Kawasan Strategis Minapolitan (Kec. Kualuh Hilir ) dilakukan melalui:

Kelautan dan Penkanan;
Penataan Ruang;
Perencanaan
Pembangunan

a. Penetapan kawasan minapoLitan yang meliputi
Kecamatan Kualuh Hilir

APBD Prov, APBDKec. Kualuh Ililir Kab

Kelautan dan Penkanan;
Penataan Ruang;
Perencanaan
Pembangunan

APBD Prov, APBDb. Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kec. Kualuh Hilir Kab
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Kelautan dan Penkanan;
Penataan Ruang;
Perencanaan

APBD Prov, APBD
Kec. Kualuh Hilirc. Identifikasi komoditas ungguJan minapolitan Kab

Pembangunan
Kelautan dan Perikanan;
Penataan Ruang;
Perencanaan

APBD Prov, APBDKec. Kualuh Hilird. Penyiapan program minapolitan Kab
Pembangunan
Kelautan dan Perikanan;
Penataan Ruang;
Perencanaan
Pembangunan

APBN, APBD Prov,
APBD KabKec. Kualuh Hilire . Penyusunan rencana rinci minapolitan —APBN, APBD Prov,
APBD Kab BKPRDKec. Kualuh Hflirf. Penyiapan masyarakat untuk minapolitan —APBN, APBD Prov,
APBD Kab

g. Pembangunan infrastruktur pendukung
minapolitan

Pekerjaan UmumKec. Kualuh Hilir
Kelautan dan Perikanan;
PerencanaanAPBN. APBD Prov,

APBD Kab
h . Pendampingan dan Pelaksanaan kegiatan

minapolitan Kec. Kualuh Hilir
Pembangunan
Penataan Ruang;
Perencanaan
Pembangunan

APBN, APBD Prov,
APBD Kabi. Pemantauan dan pengembangan minapolitan Kec. Kualuh Hilir —1.5 Perwujudan Kawmau Strategis Lingkungan

Hldup dilakukan melalui: —Lingkur.gan Hidup;
BKPRD

'APBN , APBD Prov ,

APBD Kaba. Pelestarian Sumber Daya Alam Kec. Na IX - X —b. Pembangunan sarana dan prasarana
pendukung pariwisata 3'ang berwawasan
lingkungan

APBN, APBD Prov,
APBD Kab Pekeijaan UmumKec. Na IX - X
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KETENTUAN UMUM PERATURAN 2QNASI WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASIKLASIFIKASI RUANO DESKR1PSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETERAN

A KAWASAN LIN DUNG
Al. Kawasan yang memberlkan perlindungan kawasan bawahannya
Kawasan Hu tan Lindung > Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :

• tidak mengurangi , mengubah atau mengbilangkan fungsi utamanya;
• pcngotahan tanah terbatas;
• tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan social ekonomi;
• tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau;
• tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah ben tang alam ;

> Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan
lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung
sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomnr 50 tahun 2006;

> Kegiatan pertambangan di kawasan hutan Lindung masih diperkenankan
sepanjang tidak dilakukan secara terbuka. dengan syarac harus dilakukan
reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai
kawasan lindung;

> Kawasan hutan lindung dapat dialih fungsikan sepanjang mengikuti
prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

> Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat
diperkenankan dengan ketentuan:
• Tidak menyebabkan terjariinya perkembangan pemaniaatan ruang budi

daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
• Mengikuti ketentuan vang ditetapkan Mcnteri Kehutanan.

Rehabilitasi dila
dengan cara:
a. pengayaan

daya hayati;
b. perbaikan he
e. perlindungar

biota laui
tumbuh;
berkembang
alami; sertg

lingkungan.

Mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan
untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air

laut, dan memelihara kesuburan tanah.

>- Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budiKawasan Resapan Air Kawasan yang mempunyai kemampuan
tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga
merupakan tempat pengisian air bumi
(akifer) yang berguna sebagai sumber air.

daya;
> Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebclum

ditelapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus
memenuhi syarat :
• Tingkat kerapatan bangunan rendah [KDB maksimum 20%, dan KLB

maksimum 40%).
• Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap

air tinggi.

• Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan
sesuai ketentuan yang berlaku.

A2. Kawasan Perlindungan Setempat
Sempadan Pantai Kawasan perlindungan setempat sepanjang V Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah Sempadan

pantai yang mempunyai roanfaat penting pesisir dan pulau -pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi mengikuti ketent
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daya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendaJi air, dan sistem
peringatan dini [ early warning system) ;

> Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan
terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan
dilakukan kegiatan budi daya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;

V Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya
sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

> Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang
air laut tetinggi ke arah darat.

a. perlindungaj
terhadap
dan /atau tst

b. perlindungai
dari erosi aU

c. perlindungar
daya bua
pesisir dar
banjir, dan
alam lainnya

d. perlindungar
terhadap t
pesisir, sepe
basah,
tenjmbu

padang
gumuk
estuaria , dan

e. pengaturan
publik; serta

f. pengaturan
saluran ai

limbah.

untuk mempertahankan kelestarian pantai,
keselamatan bamgunan, dan tersedianya
ruang untuk lain lintas umum

n

Sempadan Sungai > Kawasan sempadan sungai adalah kawasan si p.uijang kiri-kanan sungai,
termasuk sungai buatan / kanal /saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan
lebar sempadan sebagai berikut
• Bertanggul dan berada dalam kawasan perrmikiman dengan lebar paling

sedikit 5 (lima) meter dan kaki tanggul sebelah luar.
• Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar

minimal paling sHikit 100 (seratus) meter dan tepi sungai.
• Tidak bertanggul pada sungai kecd diluar kawasan permukiman dengan

lebar paling sedikit 50 (lima puluh ) meter dan tepi sungai.
y- Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka lujau ;

• Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang cUmaksudkan
untuk pengelolaan badan air dan /atau pemanfaatan air;

• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fmgsi taman
rekreasi;

Kawasan sepanjang kiri -kanan sungai.
termasuk sungai buatan /kanal /saluran
irigasi primer yang mempunyai manfaat
penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai.
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> DaJam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan
budi daya yang xnengakibatkan terganggunya fungsi sungai;

> DaJam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun
prasarana wilayah dan utilitas Iainnya dengan ketentuan :
• Tidak menycbabkan teijadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi

daya di sepanfang janngan prasarana tersebut.
Kawasan Suaka AJara,
Pelestarian Alam Dan Cagar
Budaya

> DiJarang untilk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan Suaka
Alam , Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Kawasan Rawan Longsor > Dilarang membangun bangunan pada di bawah/diatas lereng dan pada
lereng yang terjal ( >40%J.

> Dilarang memotong tebing jalan menjadi tegak.
> Kawasan dengan kemiringan diatas 40% harus dikonservasi.

potensial teijadinyaKawasan
perpindahan material pembentuk lereng
berupa batuan, bahan rombakan , tanah,
atau material campuran tersebut , bergerak
ke bawah atau keluar lereng.

yang

Kawasan Rawan Gempa > Dilarang membangun bangunan tanpa konstruksi anti gempa.

^ Boleh dilakukan kegiatan budi daya portanian dalam arti luas.
> Dilarang membangun bangunan di atas patahan /gaivir sesar.

Kawasan yang potensial teijadi gerakan
pelepasan energi yang menyebabkan
dislokasi (pergeseranj pada bagian dalam
bumi secara tiba-tiba.

Kawasan Rawan Banjir > Dilarang membangun perumahan dan permukiman. Perumahan yang
sudah ada didnrong untuk direlokasi.

V Dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai
r Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan tetap

mengantisipasi banjir bandang.

Aliran air sungai yang tingginya melebihi
muka air normal sehingga melimpas dari
palung sungai menyebabkan adanya
genangan pada lahan rendah disisi sungai.

B. KAWASAN BUDIDAYA
Bl . Kawasan Hutan

Produksi
r Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budi

daya keruali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan
prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pcngclolaan budi daya
hutan produksi;
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dirJihfungsikan
untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potci.si hutan tersebut
dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

> Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan
menimbulkan gangguan iingkungan seperti bencana alam;

> Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsLkan untuk kegiatan lain di
luar kehutanan ;

> Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan
studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok mem produksi hasil hutan.
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dari lembaga yang berwenang

> Tidak mengubah fungsi pokok kavvasan peruntukan hutan tanaman rakyat;
> Penggunaan kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat untuk

kepentingan pertambangan dilakukan meJalui pemberian ijin pinjam pakai
oleh Menteri terkait dengan memperhattkan batasan luas dan jangka waktu
tertentu serta kelestanan hutan /Lingkungan;

> Penggunaan kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat untuk
kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan
khusus dan secara selektif.

B2. Kawasan Hutan Rakyat

> Daiam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan
penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalarn
jumlah banvak. terutama kawasan perkebunan yang beriokasi di daerah
hulu /kawasan resapan air;

> Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis
tanaman perkebunan yang tidak sesuat dengan penzinan yang dibenkan:

y- Daiam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan
.idanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan
jaringan prasarana wilavah;

r Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan
sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
Sebelum kegiaran perkebunan besar dilakukan diwa,ibkan untuk dilakukan
studi kelayakan dan studi AM DAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi
dari lembaga yang berwenang;

> Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di daiam kawasan
lindung.

r Dilajang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang
mengakibarkan teijatlinya sat nan usaha vang kurang dan luas minimum
(sesuai Peraturan Menten ) .

B3. Kawasan Perkebunan Kawasaan dimana dilakukan segala kegiatan
yang mengusahakan tanaman tertentu pada
tanah dan /atau media tumbuh lainnya
daiam ekosistem yang sesuai , mengolah dan
memasarkan barang dan jasa hasil tanaman
tersebut , dengan bantuan ilmu pengetahuan
dan teknologi , permodalan serta manajemen
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

B4. Kawasan Pertanian r- Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian.fasilitas sosial
dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan.

Kawasan dimana dilakukan seluruh
kegiatan yang mebputi usaha hulu . usaha
tani , agroindustri , pemasar n , dan jasa
penunjang pengelolaan sumber dayrn alam
hayati daiam agro ekosistem yang sesuai
dan berkelanjutan , dengan bantuan
teknologi , modal , tenaga kerja, dan
manajemen untuk mendapatkan manfaat
sebesar-besamya
masyarakat.

> Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihlimgsikan.
> Peruntukan budi daya pertanian pangan lalian basah dan lahan kering

diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku , kecuali lahan pertanian tanaman
pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum.

V Kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan
kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan
mengabaikan kelestarian lingkungan , rrisalnya penggunaan pupuk yang

kesejahteraanbagi
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meairobulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah
vang tidak memperhatikan aspek konservasi;

> Peruntukan budi daya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering
diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman
pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;

> Pada kawasan budi daya pertanian diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan yang bersilat mendukung kegiatan
pertanian;

> Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata
alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;

> Kegiatan pertanian udak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan
lindung.

B5. Kawasan Peternakan baik yang menggunakan lahan luas> Kegiatan peternakan skala besar
ataupun teknologj intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan ;

r Penanganan hmbah peternakan Ikotoran ternak, bangkai ternak, kulit
ternak, bulu ur.ggas, dsb) dan polusi |udara-bau , limbah cair) yang
d’hasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam
dokumen AMDAL:

r Pemanl'aatan dan pengeiolaan lahan harus- dilakukan berdasarkan
kescsuaian lahan.

r kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar
mungkin tenaga kerja setempat.

r kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan svarat jauh dari pusat
kota . Jauh dari kawasan permukiman. Dikandangkan ( tidak dibiarkan
berkeliaranj, Memiliki sistem sanitasi yang baik, Memiliki sistem
pengolahan air limbah , Memiliki izin lingkungan Tidak ada perteniangan
dari masyarakat se'empat

r Kegiatan peternakan walet dikembangkan dengan syarat. .Jauh dari pusat
kota, Jauh dari kawasan permukiman , Memiliki izin lingkungan.

B6 Kawasan Penkanan > Wilayah yang sudah ditetapkan untuk cUlindungi kelestanannya dengan
indikasi geografis d;’arang diahhfungsikan;

A- Kegiatan penkanan skala besar , baik yang menggunakan lahan luas
ataupun tcknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kuht ikan / udang/kerang) dan
polusi (udara-bau ) yang dihasilkan harus disusun dalam UPL dan UKLyang
disertakan dalam dokumen AMDAL;
Kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar
mungkin tenaga kerja setempat;
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> Pemanfaatan dan pengeiolaan lahan harus dilakukan berdasarkan
kesesuaian lahan;

> Wilayah yang menghasilkan produk perikanan yang bersifat spesifik lokasi
dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;

> Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perikanan tidak produktif
( tingkat produksi rendah) menjadj peruntukan lain harus dilakukan tanpa
mengurangi kesejahteraan masyarakat.

B7. Kawasan
Pcrtambangan

> Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan Inman
nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan di atas 40% dan
cagar alam /budaya.

> Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang
dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan

> Pada kawasan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian.fasibtas
sosiaj dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan.

Kawasan dimana. dilakukan scbagian atau
seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian , pengeiolaan dan pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan. serta kegiatan pasca
tarn bang. > Kawasan pasca t am bang wajib dilakukan rehabilitasi ( reklamast dan /atau

revitalisasi ) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan [am , seperti
pertanian , kehuranan , dan pariwisara.

V Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang
kegiatan peitambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek
kesclamatan;

V Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan stuck
kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnva disetujui oleh tim evaluasi dan
lembaga yang berwenang.

kegiatan >- Untuk meningkatkan produktifltas dan kelestanan lingkungan
ekonomi yang mengolah bahan mentah , pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
bah tin baku , barang setengah jatli, dan /atau > Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan
barang jadi menjatli barang dengan nilaivang kawasan permukiman;
lebih tinggi untuk penggunaannya. r Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang
lermasuk kegiatan rancang bangun dan kegiatan industn yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan
perekayasaan industri. yang berlak > ;

> Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sa ana dan prasarana
wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

> Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau
|greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan. dan sarana pengolahan
limbah.

> Pengembangan zona industri yang terletak pada sepaniang jalan arteri atau
kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran
aksesibilitas;

B8, Kawasan Industri Kawasan dimana dilakukan
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V Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi
AMDAL.

B9. Kawasan Pariwisata > Pada kawasan pariwisata alara tidak diperkenankan dilakukan kegiatan
yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi
obyek wisata aJam;

> Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri
vang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;

> Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana
yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

> Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan
pendidikan.

> Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain
kecuali bangunan pendukung kegiatan w'isata alam;

> Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

kawasan dengan luas tertenru yang
dibangun atau didirikan untuk meraenuhi
kebutuhan pariwisata

BIO. Kawasan Permukiman > Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialih fungsikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

r Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana
pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk leknis dim
peraturan yang berlaku;

r Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana
wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

V Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial teimasuk
Ruang Terbuka Hijau ( RTH) perkotaan ;

> Dalam kawasan permukiman masth diperkenankan adanya kegiatan
industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan
skala pelayanan lingkungan;

> Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan
lindung/ konservasi dan Iahan pertanian dengan ngasi teknis;

> Dalam kawasan permukiman lidak diperkenankan dikembangkan kegiatan
yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial
masyarakat.

> Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.

> Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus
sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku ( KDB,
KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya). I

Kawasan permukiman adalah bagian dari
lingkungan hidup diluar kawasan Lindung,
baik berupa kaw'asan perkotaan man pun
perdesaan
lingkungan tempot tinggal atau lingkungan
hunian
rnendukung
penghidupan.

sebagaiberfungsiyang

dan tempat kegiatan
pri-kehidupan

yang
dan
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V Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan
sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem
prasarana perkotaan yang sudah ada.

C. ZONA SISTEM JARINGAN
PRASARANA KABUPATEN

V Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
> Sesuai dengan karakteristik lisik perkotaan dan sosial budaya

masvarakatnya;
V Mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku ;
> Pemerint-ah kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan

yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas
usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama;

Zona pada sistem jaringan perkotaan yang
terdiri dari area] pada jaringan transportasi
dan prasana penunjangnya.

Cl. Zona Sistem jaringan
transportasi Darat

> Di sepanjang sistem jaringan jalan nasionaJ dan provmsi tidak
diperkenankan adanva kegiatan vang dapat menirnbulkan hambatan lalu
lintas regional;

^ Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak
diperkenankan adanva akses langsung dan bangunan ke jalan ;

^ Bangunan di sepanjang sislem jaringan jalan nasional dan provinsi harus
meinilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas
milik jalan ditambah 1;

r l^ebitr ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit
dengan ukuran sebagai brrikut :
-> jalan kolekror primer 10 (sepuluh) meter,

jalan lokal primer 7 (tujuh ) meter;
jalan lingkungan primer 5 (lima) meter:

-> jembatan 100 (seratus) meter ke arah hiln dan hulu.
.*• I.okasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi vang strategis dan memiliki

akses ke jalan kolektor primer sesuai peratuian pemndangan yang berlaku.
»• Pelabuhan laut harus memiliki kelengknpan lasilitas pendukung sesuai

dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan
>- Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.

Areal sekitar sistem jaringan transportasi
darat (jalan, jembatan , terminal , halte)

,02. Zona Sistem jaringan
transportasi Laut

C2. Zona Sistem jaringan
transportasi Udara

Areal sekitar sistem jaringan transportasi
iaut Ipelabuhan).

> Untuk mendirikan . mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam
alau memlihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi
penerbangan |KKOP) tidak boleh melebihi baias keimggian KKOP.

-- Pelabuhan udara harus tnemilki akses ke jalan kolektor primer.
> Ditetapkan bahvva pada ruang yang berada di bnwah SUTUT dan SUTET

tidak diperkenankan adanva bangunan permukiman . kecuali berada di kiri-
kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku .

Areal sekitar sistem jaringan transpoitasi
udara jbandarudara) .

C3. Zona Sistem jaringan
Energi

Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel
Listrik).

C4. Zona Sistem Jaringan > Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggiAreal sekitar sistem janngan telekomunikasi
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4. Zona Sistem Janngan
Telekomunikasi

> Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengantinggi
menara;

> Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-
sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

> Diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan
setempat.

> TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan
permukiman;

> Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh
instansi yang berwenang;

> Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem sanitary landfill
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

> Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan
sampah.

Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi
(BTS).

5. Zona Sistem Jaringan
Sumber Daya Air

6. Sistem Prasarana
Lingkungan

Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya
Air [sungai, irigasi).

Ketentuai
berlaku
dengan
dengan ki

Areal sekitar sistem prasarana lingkungan
(Tempat Pengolahan Sampah terpadu).

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


